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KATA PENGANTAR

Dari waktu ke waktu, sepertinya, kekerasan dan bentuk-bentuk radikalisasi mengalami berbagai fase dan perkembangan serta memiliki wajah yang berbeda-beda. Bila kekerasan dan radikalisasi dipahami sebagai bentuk-bentuk tindakan fisik, amuk, anarki, pengrusakan, pembakaran dan pembunuhan, sikap-sikap tidak kenal kompromi dan mau menang sendiri, maka fenomena semacam ini memiliki asal-usul yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan ideologi suatu masyarakat. 

Dari sisi pelaku kekerasan dan radikalisasi pun dapat dilakukan oleh berbagai level dan organ sosial kemasyarakatan. Kekerasan dan radikalisasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, bangsa bahkan sampai Negara. Praktek-praktek kekerasan dan radikalisasi dapat dilakukan Negara yang bersifat tertutup dan tidak menerima sumber-sumber legitimasi lain kecuali legitimasi kekuasaan itu sendiri. Namun demikian, kekerasan dan radikalisasi dapat dilakukan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai bentuk dan memiliki ideology-ideologi termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbasiskan agama.

Tampaknya ada sesuatu yang kontras, di dalam kelompok-kelompok Islam, yang berkembang, tumbuh pula, kelompok-kelompok radikal yang mengambil tindakan-tindakan yang menabrak tertib sosial dan masyarakat yang menimbulkan kegelisahan dan kekuatiran-kekuatiran tertentu. Kontras ini terjadi ketika, di dalam ajaran itu sendiri, terdapat konsep Islam rahmatan lil alamin yang mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian, persaudaran dan persahabatan.

Penting artinya untuk memahami Islam, dari perspektif kelompok-kelompok Islam itu sendiri, dalam sebuah diskusi dan dialog yang terbuka, sehingga diperoleh pencerahan dan pemahaman Islam itu sendiri dihadapkan dengan persoalan-persoalan kontekstual seperti ekonomi, politik, budaya dan keamanan yang ada. 

Persoalan kekerasan dan radikalisasi di Indonesia sesungguhnya sangat kompleks dan rumit. Sumber kekerasan dan radikalisasi dapat bersifat ideologis atau pun pragmatis. Kedua, bentuk-bentuk radikalisasi dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa pun baik individu, kelompok atau Negara. Dalam konteks kegiatan ini, masalah krusial yang ingin dipecahkan adalah (a)Memahami sumber-sumber penyebab kenapa kelompok-kelompok Islam menyukai cara-cara yang cenderung radikal dan mengambil cara-cara yang melanggar tertib sosial masyarakat. (b) Memahami perspektif pemikiran dan pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok Islam yang mereka anut dalam melihat penerapan Islam yang menyukai kedamaian dan perdamaian, persahabatan, dihadapkan dengan tindakan-tindakan keras dan radikal.

Kelompok-kelompok radikal ini perlu dipertemukan dengan kelompok Islam moderat dalam melaksanakan syariat Islam dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Mempertemukan kelompok mereka dalam bentuk jaring pemikiran dan pendapat (FGD)dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai sebagai kelompok radikal dan moderat. Kelompok-kelompok yang dilibatkan antara lain Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta, Pondok Pesantren Al-qur’an Azzayadi ( Tegalayu Bumi Laweyan Surakarta), Pondok Pesantren Darudzdzikri Joyotakan (Serengan Surakarta), Pondok Pesantren As-Salam (Pabelan Sukoharjo), Pondok Pesantren Miftahul Ulum (Sambi Boyolali), Pondok Pesantren Al-Hikam (Banyudono Boyolali), Pondok Pesantren Al-Mukmin (Ngruki Sukoharjo), Pondok Pesantren Darusy Syahadah (Simo Boyolali), Pondok Pesantren Ulul Albab (Polokarto), Pondok Pesantren Hidayatullah (Mojosongo Surakarta), Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS, Forum Pembela Islam Surakarta (FPI), JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) – Ustadz Abdurrokhim Ba’asyir


Melalui kegiatan diharapkan kelompok – kelompok ini akan mengedepankan pendekatan yang berorientasi perdamaian, persahabatan dan persaudaraan dalam menghadapi persoalan-persoalan kontekstual yang berhubungan dengan bidang sosial, ekonomi, politik dan keamanan.


Hasil FGD bisa diambil kesimpulan bahwa kelompok-kelompok radikal ini perlu diberi sebuah forum untuk duduk bersama dengan kelompok keagamaan yang moderat. Melalui forum ini mereka akan mempunyai sebuah pemahaman tentang penegakkan satu ideologi yang tidak mengedepankan strategi violence tetapi melihat konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum tersebut juga akan membuka pemahaman bahwa jihad juga dimaknai jihad melawan kemiskinan, kebodohan. Dimana untuk melawan jihad ini mereka harus melakukan relasi dengan dengan kelompok lain, ummaroh (Negara) dan media massa.


Terkait dengan hasil tersebut maka rekomendasi yang harus ditindaklanjutiadalah (1) mempertemukan kelompok-kelompok keagamaan radikal, moderat dengan ummaroh (Negara) untuk membahas upaya penegakkan amar makruf nahi munkar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) memperkuat kelembagaan lembaga-lembaga formal maupun non formal yang sudah mulai dimasuki kelompok-kelompok radikal untuk bisa membendung pemahaman ideology yang bertentangan dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) mempertemukan kelompok-kelompok ini dengan media untuk memberikan sebuah ruang public kepada kelompok ini untuk aktivitas-aktivitas yang non violence.
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Ketua Tim Peneliti

Dr.Basuki Agus Suparno, MSi

BAB I

KONDISI GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN

 DI SURAKARTA

1.1 Gambaran Umum

Solo mempunyai posisi unik dalam gerakan dan pemikiran yang dianggap fundamental dan radikal serta sering menjadi tolok ukur di dalam menakar kelompok-kelompok sosial keagamaan secara keseluruhan di tanah air. Gejala ini tidak sebatas pada gejala kontemporer yang saat ini terlihat misalnya dengan adanya Front Pembela Islam, Laskar Umat Islam, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, NII, Hizbut tahrir, Ikwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, Majlis Tafsir Al Qur,an (MTA), LDII, NU, Muhammadiyah, Al Islam, Al Irsyad dan lain-lain. 
Namun dalam sejarah pergerakan pemikiran dan gerakan kemerdekaan pun, tercatat gerakan-gerakan fundamental yang fenomenal. Misalnya berdirinya Serikat Islam yang menentang penjajahan kolonial Belanda dengan tokoh sentralnya seperti Haji Oemar Said Cokroaminoto dan bahkan gerakan sosialisme komunisme misalnya dengan Serikat Islam Merah juga tumbuh dan berkembang di Solo. 

Sebagaimana menjadi karakteristik perbedaan pemikiran dan pemahaman itu, hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda pun misalnya, ada kelompok-kelompok sosial keagamaan yang mau bekerja sama dan ada yang tidak mau bekerja sama. Ada yang berpandangan bahwa pemerintah kolonial Belanda merupakan pemerintahan kafir sehingga tidak perlu dan tidak pantas untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Kelompok sosial keagamaan semacam ini bila ditelisik juga telah jauh berkembang pada saat itu.
Tetapi ada pula yang berpendirian bahwa cara-cara perjuangan memperoleh kemerdekaan selain bersifat konfrontatif tidak bisa pula dhindarkan untuk melakukan perundingan-perundingan. Dalam perbedaan pandangan dari kelompok-kelompok sosial keagamaan itu, friksi pun tidak dapat dihindarkan. Gejala semacam ini sampai sekarang tidak sepenuhnya lenyap, bahkan mengalami perubahan-perubahan bentuk yang lebih ideologis dan fundamental khususnya di Solo dan sekitarnya. Bahkan dalam diskusi-diskusi terbatas, ada pula pandangan bahwa di Solo berbagai macam aliran tidak hanya berbasis agama, tumbuh dan berkembang termasuk aliran kepercayaan dan kebatinan, fanatisme etnisitas dan ekslusifitas Cina.  

Hal yang patut untuk dicermati dan sangat penting dalam gejala-gejala semacam itu, adalah bahwa gerakan dan pemikiran itu, sesungguhnya, pada satu sisi menggembirakan, yakni karena gerakan dan pemikiran itu, berada dalam bingkai dan relasi tertentu yakni cara masyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan pada sisi lain, gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang dinilai sebagai fundamental itu, sering dipandang pula sebagai sesuatu yang membahayakan keberadaan negara dan mengganggu tertib sosial kemasyarakatan. Persoalan hubungan negara dan kelompok sosial keagamaan yang dinilai radikal dan fundamental menjadi domain yang sebenarnya tidak baru sepenuhnya.
Dalam konteks semacam ini, sebenarnya terlihat adanya domain-domain kepentingan nilai dan kepentingan praktis, dari kelompok-kelompok keagamaan, yang mempunyai landasan-landasan ideologis tertentu, dengan domain-domain kepentingan bangsa dan negara, yang juga dimempunyai landasan-landasan ideologis tertentu pula. Pada satu sisi kelompok-kelompok keagamaan itu menginginkan sebuah ruang yang lebih terbuka dan ekspresif, yang egaliter,  dan terjamin bagi bentuk aktualisasi diri mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan mereka. 

Namun di sisi lain, terbukanya ruang bagi mereka dapat dinilai sebagai signal peringatan bagi kemunculan radikalisme dan kekerasan. Tetapi kecurigaan-kecurigaan semacam ini, dapat saja dipicu oleh kekurang mengenalnya organ-organ negara misalnya kepada kelompok-kelompok keagamaan ini yang merupakan akibat kurangnya interaksi dan komunikasi yang terjadi. Oleh karena itu saling curiga justru memperburuk proses-proses interaksi yang terjadi di berbagai lini kehidupan bermasyarakat. Kelompok keagamaan yang phobia terhadap organ-organ negara sebagai penguasa yang zhalim (toghut) dan sebaliknya organ-organ negara yang secara a priori menempatkan kelompok-kelompok keagamaan ini sebagai sesuatu yang harus dipinggirkan karena subversif, keras dan intoleran.
Terlebih misalnya, ada gejala perubahan transformatif, yang mengarah pada masuknya gerakan dan pemahaman mereka melalui instrumen-instrumen yang lebih ideologis dengan masuk ke dalam ke pemerintahan, pendidikan, media massa dan kemauan mereka menggunakan dasar-dasar regulasi dan konstitusi sebagai dasar mereka  untuk bertindak dan membela diri guna mengabsahkan kepentingan-kepentingan yang selaras dengan apa yang menjadi keyakinannya. 

Dengan sendirinya, negara memerlukan penguatan-penguatan kelembagaan yang pada satu sisi, tidak perlu bersikap a priori, namun pada sisi lain, perlu dilakukan penguatan-penguatan kelembagaan dan pemahaman terhadap pola dan karakteristik kelompok-kelompok sosial keagamaan yang berkembang secara keseluruhan.
Hubungan antara kelompok-kelompok keagamaan dengan negara atau pemerintah merupakan persoalan-persoalan yang memang perlu diperbaiki dan disempurnakan dari waktu ke waktu, yang sebenarnya hal ini merupakan hubungan antara warganegara dengan negara. Persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan warganegara dengan negara bukan hanya menjadi monopoli dalam hubungan kelompok-kelompok keagamaan Islam saja, tetapi menjadi prinsip umum di dalam menjalankan fungsi dan tugas negara terhadap warganegaranya. Apalagi bila mengingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles misalnya, hubungan manusia yang baik dengan warganegara yang baik ditentukan oleh negara yang baik (Arendt, 1972: 62). Menurutnya seseorang yang baik dapat menjadi warganegara yang baik hanya di dalam negara yang baik.

Hak pendidikan, pekerjaan, kemerdekaan berserikat, berkumpul, berorganisasi, berpergian, dan termasuk di dalam menjalankan keyakinannnya. Ruang lingkup yang tampaknya menjadi hak-hak warganegara ini mesti dijamin oleh negara. Sementara di dalam pelaksanaannya ruang yang ada tidak hanya dihuni satu tipe dari warganegara yang beragam. 
Di sinilah persinggungan-persinggunan krusial yang memang dapat memicu konflik dan kekerasan, sepanjang negara dan kelompok keagamaan tidak menemukan pemahaman terhadap cara dan perspektif masing-masing. Atau setidak-tidaknya bagi negara mendapatkan pengertian terhadap pemahaman yang berbeda-beda, meski bersumber pada asas yang sama misalnya Al qur’an dan Hadist

Selain gambaran semacam itu, Solo juga sebenarnya mempunyai basis dan  memiliki akar keagamaan yang kuat. Tradisi keagamaan Islam di Solo misalnya dapat dicerminkan adanya pondok-pondok pesantren yang telah hidup dan berkembang telah lama. Misalnya pondok pesantren Jamsaren, Al Muayyad, Al Islam, Assalam yang kemudian disusul dengan berdirinya pondok pesantren Al Mukmin Ngruki, Pondok Pesantren Hidayatullah, tumbuh kembangnya Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, NU, LDII, HTI, dan MTA yang lagi marak dan seterusnya. Dengan sendirinya, tradisi-tradisi keagamaan ini memunculkan komunitas-komunitas tertentu di masyarakat yang masing-masing mengidentifikasi diri sebagai manifestasi kelompok-kelompok tertentu. 
Selalu di dalam keberagaman dan perbedaan kelompok, memunculkan dua sisi, yakni menimbulkan konflik/friksi atau memunculkan kerjasama. Dalam berbagai pandangan yang ada, perbedaan-perbedaan itu sebagai rahmat bila dikelola dengan baik bagi persatuan umah. 

Artinya, hal yang sangat lumrah di dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan itu terdapat struktur dan hirarki yang memperlihatkan peran dan tingkat keterlibatannya masing-masing. Mana yang merupakan pengikut, inisiator, pemikir. Mana yang merupakan ustad, kyai, ulama, syech, habib, atau pun hanya santri. Keterikatan hubungan ini seringkali sakral, hirarkis dan tertutup. Kepatuhan sering diartikan sebagai kepatuhan terhadap terhadap perintah dan larangan dari Kitabullah dan Sunah. Dalam prinsip ini, sami’na wa atha’na yang berarti kami mendengar kami menta’atinya. 
Hal yang menarik adalah hubungan antara kelompok-kelompok sosial keagamaan ini merupakan persoalan lain lagi di samping persoalan hubungan kelompok-kelompok sosial keagamaan dengan negara. Garis pemikiran dan pemahaman mereka walaupun disatukan oleh sumber yang sama yakni Al Qur’an dan Assunah, dalam hal-hal yang bersifat sosial, budaya, politik, hukum dan kenegaraan berbeda-beda.  

Dengan demikian, hubungan antara kelompok sosial keagamaan itu sendiri menjadi sesuatu yang penting. Pertemuan dan interaksi sesama dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan itu untuk melihat berbagai perspektif garis pemikiran dan corak gerakan yang ada. Ini juga berguna untuk membuka bentuk-bentuk laten kecurigaan yang terjadi diantara kelompok-kelompok sosial keagamaan. 
Bagaimana misalnya kelompok sosial keagamaan dari kalangan NU mendengar pandangan dan pemahaman dari Front Pembela Islam atau dari Forum Komunikasi Akvis Masjid. Bagaimana seorang MTA mendengarkan penjelasan dari seorang NU. Atau bagaimana aktivis HTI mendengar penjelasan dan pemahaman dari Salafi, Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Interaksi dan dialog dengan demikian jelas dimaksudkan untuk mempertemukan pemahaman, yang mempertegas bagian mana yang prinsip dan bagian mana yang cabang.
Sebagai hal yang tidak kalah menariknya adalah pola dan jaringan yang terbentuk dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dipandang radikal dan fundamentalisme itu. Akses kepada ustad atau pemimpin mereka memungkinkan sangat terbuka dan mudah dilakukan bila no kontak ustad atau pemimpin mereka diketahui. Komunikasi langsung dengan ustad atau pemimpin-pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan ini relatif mudah ditemui bila sebelumnya no kontak mereka sudah didapatkan. Secara keseluruhan interaksi-interaksi di dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dianggap radikal dan fundamental tersebut bersifat ekslusif, tetbatas dan hirarkis. 
Solo sebagai kotamadya dengan sendirinya merupakan sentrum dari kabupaten-kabupaten yang mengelilinginya. Sebagai karesidenan Surakarta, Solo diapit oleh wilayah-wilayah penopang seperti Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Klaten, Karanganya dan Wonogori. Dengan sendirinya, basis massa (umat) dari kelompok-kelompok sosial keagaman yang ada di Solo pun sedikit banyak menyebar ke kabupaten-kabupaten tersebut. 
Basis-basis gerakan dapat dilihat di daerah-daerah tertentu di kabupaten-kabupaten tersebut. Di Sragen misalnya basis kelompok keagamaan yang berkembang cukup variatif dari LDII, MTA, MMI, JAT, FPI, NU, Muhammadiyah, Tabligh, IM, HTI yang mencolok dengan daerah-daerah tertentu. Demikian pula Sukoharjo sebaran ini juga dapat dicermati. Hal yang sama dapat dicermati untuk wilayah Kabupaten yang lain.







Artinya adalah sebagai bentuk-bentuk pemahaman dan organisasi sosial keagamaan, sebagai pengejawantahan dari bentuk keyakinan keagamaan itu selalu akan hidup dan tumbuh.  Dalam konteks menjaga kepentingan bersama di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diperlukan adalah pengelolaan kelompok-kelompok sosial keagamaan. 
Peningkatan kapasitas pendidikan, pemhamaan keagamaan yang luas dan mendalam, serta peningkatan kapasitas ekonomi mereka, sering disebut-sebut sebagai cara dan jalan untuk memperbaiki sikap-sikap tanpa kompromistis yang tidak perlu. Di sisi lain, penguatan kelembagaan dari organ-organi negara sebagaimana yang telah disinggung, perlu pula dilakukan, menyangkut bagaimana negara memahami dan mengkaji keberadaan kelompok-kelompok sosial keagamaan itu sendiri.  
Jadi, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan yang matang, tidak emosional, dan konstruktif, upaya membangun komunikasi di antara kelompok sosial keagamaan menjadi satu bagian penting. Sedangkan bagian-bagian penting lainnya adalah membangun dialog dan komunikasi antara ulama dan umaro yang juga perlu dipertimbangkan.
1.2 Sarasehan Kelompok Sosial Keagamaan

Meskipun secara tipologi perwakilan dari kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dilibatkan dalam kegiatan sarasehan ini dapat dibedakan ke dalam empat tipe yakni kelompok sosial keagamaan yang radikal, kelompok sosial keagamaan yang liberal, kelompok sosial keagamaan yang moderat dan kelompok sosial keagamaan yang tradisional, tipologi hanyalah dipakai untuk mengidentifikasi karakteristik garis pemikiran dan pemahaman yang berkembang di dalam sarasehan. 

Kenyataannya, pada pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki, tipologi, itu dipertanyakan. Adanya resisten yang menegaskan bahwa mereka tidak rela diputarbalikkan bahwa siapa-siapa yang menjalankan prinsip-prinsip secara mendasar di dalam Islam disebut sebagai fundamental atau radikal. Ini dalam konteks tertentu dipandang sebagai distorsi. 

Atas dasar  ini, kemudian 3 hal tujuan utama dalam kegiatan sarasehan: Penyegaran Pemahaman Sosial Keagamaan Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin dapat dirumuskan, yakni sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi garis pemikiran dan pemahaman kelompok-kelompok sosial keagamaan yang ada di Solo

b. Mengidentifikasi pemikiran dan pemahaman yang mengarah, berkecenderungan dan membentuk sikap dan perilaku yang radikal dan fundamentalisme

c. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dan intelektual, pemahaman yang mendalam dan luas serta pemberdayaan ekonomi kelompok-keompok sosial keagamaan Islam sebagai rahmatan lil alamin
1.2 Relasi Negara, Kelompok Keagamaan dan Media Komunikasi

Dalam keseluruhan paparan hasil Sarasehan ini dikembangkan menjadi tiga uraian utama, yakni hubungan kelompok sosial keagamaan dengan negara, hubungan kelompok sosial keagamaan dengan kelompok sosial keagamaan yang lain dan hubungan antara kelompok sosial keagamaan dengan media komunikasi massa. Masing-masing uraiannya dibahas dalam bab-bab tersendiri.

Pada bagian ini hanya dipaparkan sebagai ilustrasi umum bahwa hasil sarasehan ini menghasilkan butir-butir pemikiran yang mencerminkan relasi-relasi tersebut. Sedangkan substansi dari relasi-relasi tersebut diisi oleh pemahaman terhadap kedudukan Al qur’an dan hadist, aqidah, da’wah, amar ma’ruf nahi munkar dan jihad.
 Pemikiran dan pemahaman terhadap aspek-aspek itulah yang mewarnai dinamika diskusi dan perbedaan-perbedaan pemikiran dan pemahaman yang membingkai konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin ketika implementasi harus berhadapan dengan kondisi dan realitas sosial yang kompleks dan heterogen termasuk kedudukan negara yang mempunyai ideologi, konstitusi, hukum, pemerintah dan tujuan bagi tertib sosial. Belum lagi hubungan-hubungan ini dipengaruhi oleh hubungan-hubungan mereka dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan yang lain serta peran dan fungsi media komunikasi massa. 
Meski sarasehan ini bertajuk tentang penyegarahan pemahaman sosial keagamaan Islam sebagai rahmatan lili alamin, pokok-pokok pikiran dan pemahaman yang mendasari kenapa mereka bersikap dan dinilai sebagai radikal dan fundamentalisme, mencuat dalam berbagai paparan dan pertarungan wacana antara para narasumber itu sendiri dan dengan para peserta. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kegiatan tersebut terdapat dinamika pemikiran dan pemahaman yang berkembang di kalangan kelompok-kelompok sosial keagamaan itu sendiri.

Bagan dan Alur Hasil Sarasehan






Bagan di atas menggambarkan berbagai relasi yang dapat dicermati sebagai hasil pemikiran dan pemahaman yang dikemukan dari elemen-elemen kelompok sosial keagamaan yang diundang di dalam sarasehan tersebut. Tentu saja, topik yang muncul dalam sarasehan tersebut, berkembang sesuai dengan tajuk kegiatannya sendiri. Sekalipun tampaknya ada pembatasan topik dan tajuk kegiatan semacam itu, dalam situasi yang berkembang, mengalir permasalahan-permasalahan yang luas dan kompleks yang pada satu sisi menimbulkan pertarungan wacana yang penting.

 Pertarungan wacana memang diharapkan muncul dalam kegiatan tersebut agar proses enkulturasi pemikiran dan pemahaman dapat terjadi sehingga bila memang tidak memunculkan kesepakatan, setidak-tidaknya terdapat pemahaman dan penerimaan kenyataan, adanya pemikiran dan perspektif lain dalam cara melihat dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam Islam. 
Dari hubungan-hubungan itu, terdapat gambaran penting. Pertama, terlihat kelompok-kelompok sosial keagamaan mana yang lebih dan hanya terpaku pada pola gerakan yang bertumpu pada Nahi Munkar, dan cenderung menilai amar ma’ruf sebagai sesuatu yang lebih mudah atau sederhana dibandingkan dengan nahi munkar. Kelompok-kelompok sosial keagamaan yang mana yang melakukan bentuk amar ma’ruf nahi munkar melalui pendekatan kultural dan pemberdayaan umat. 
Bagaimana pun pengelompokkan ini dilakukan, pada akhirnya kelompok-kelompok sosial keagamaan yang hadir menyatakan menerima dan perlu pertemuan-pertemuan bersama di dalam memahami prinsip-prinsip ajaran Islam yang utuh dan menyeluruh yang tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, terlihat adanya cara pandang dan cenderung sebagai manifestasi ketidakpuasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani dan mencegah bentuk-bentuk kemungkaran. Karena itu, langkah-langkah yang dinilai sebagai anarkisme, sebenarnya merupakan bentuk ketidakpuasan dan ketidaksabaran mereka dalam melihat cara kerja dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangani berbagai kemungkaran. 

Ketiga, muncul pandangan bahwa pembicaraan-pembicaraan Islam itu sendiri harus dibedakan yakni apakah pembicaraan ini dilakukan dalam konteks individu atau dalam konteks keagamaan. Dalam pemikiran dan kajian semacam ini, entitas NKRI merupakan wadah di mana amar ma’ruf nahi munkar itu dilakukan, dan tidak sebaliknya justru menempatkan NKRI sebagai lawan yang dinilai keluar dari prinsip-prinsip Islam. Secara keseluruhan hasil kegiatan ini disajikan dalam laporan berikut dalam paparan bab per babnya, yang mudah-mudahan menjadi dasar penting bagi pengambilan kebijakan strategis dan mendasar.

1.3.Relasi Antar Kelompok Keagamaan
Pada dasarnya kelompok keagamaan yang ada di Solo mempunyai pola gerakan yang berbeda dalam upaya menegakkan amar makruf nahi munkar mulai dari pendekatan yang bersifat pendampingan, persuasif sampai pada yang cenderung mengedepankan cara-cara yang represi.   Menurut kelompok  yang  selama ini dituding oleh beberapa kalangan sebagai kelompok radikal sehubungan pola aksi gerakan mereka yang cenderung represif, bahwa  pendekatan tersebut merupakan implikasi dari nahi mungkar  memang harus dilakukan dengan tegas….“…bahwa untuk memerangi kemaksiatan  kita tidak cukup dengan menggunakan cara-cara seperti dakwah..tapi harus tegas meskipun bukan berarti keras” tutur pembicara dari FPI. Sedangkan menurut pembicara dari Al Muayyat..menyatakan bahwa terdapat persoalan yang lebih mendasar yang tidak hanya menindak para pelaku kemaksiatan, tetapi juga bagaimana harus melakukan pemulihan terhadap korban kemaksiatan.” Lebih lanjut pembicara Al Muayyat mengemukakan bahwa “…penindakan atas pelaku kemaksiatan atas tugas dan tanggungjawab Negara..namun upaya-upaya restoratif, pemulihan korban masih belum banyak tersentuh oleh Negara.”

Perbedaan cara pandang dan skala prioritas gerakan penegakkan amar ma’ruf nahi munkar ini menjadi penanda penting dalam melihat interaksi antar kelompok sosial keagamaan di Surakarta. Hal ini setidaknya, terlihat pada aspek publisitas dan militansi kelompok. Kelompok keagamaan yang selama ini dilabel “kelompok radikal” seperti LUIS dan FPI meskipun secara kuantitas adalah kecil, namun memiliki militansi tinggi dengan melakukan banyak inisiatif untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar di masyarakat dengan cara pemberantasan atas kemaksiatan. Aksi-aksi mereka yang cenderung “show of force” juga menjadi daya tarik tersendiri bagi media untuk melakukan peliputan bahkan media memprovokasi kepada mereka untuk melakukan aksi-aksi seperti ini untuk kemudian diliput. Sedangkan kelompok yang dipandang moderat seperti NU cenderung untuk melakukan kerja-kerja tradisional keagamaan pengajian atau melakukan inisiatif kegiatan penguatan kemasyarakatan yang tidak melibatkan media sehingga seringkali tidak tercover oleh media dan mungkin juga dipandang oleh media tidak memiliki “nilai jual” karena hal ini sudah biasa ada di masyarakat. 

  Lebih lanjut, bagi kelompok moderat aksi-aksi kelompok “radikal” ini menjadi persoalan tersendiri terkait dengan syiar Islam secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh peserta dari Al Muayyat bahwa …aksi-aksi memerangi kemaksiatan yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut tersebut justru lebih menampilkan wajah Islam yang keras dan kaku.” 

Sorotan atas upaya-upaya memerangi kemaksiatan ini  terlihat  diskusi dalam FGD juga ada masukan bahwa  tafsir amar makruh nahi munkar bukan  hanya  kemaksiatan, namun bagaimana kita hadapi dengan kebodohan, kekafiran, kemiskinan, kami di LSM orang miskin cenderung ke 150 ribu KK masuk daftar miskin. Kata miskin, coklit di lapangan berapa jumlah KK di kota Solo, 500 KK. Ini bahaya sekali akan terjadi kekafiran bagaimana mengtasai itu. Kita perluas pemahaman, kemungkaran bukan hanya kemaksiatan tapi juga kebodohan, kamiskinan. Ini yang kami lakukan di LSM, jumlah angkat kemiskinan makin meningkat, petani tidak berdaya, tidak mampu berproduksi karena mengandalkan pupuk bersubsidi dan pupuknya tidak kunjung datang.pertemuan, dukung beliau-beliau ini untuk menegakkan amar makruh nahi munkar dengan cara non violence, cara-cara yang damai lebih cerdas, dengan informasi didukung UNS. Ra wani kebangketen ngapa gunanya ngundang. Rasah ning ndalan. Kita punya jejaring.

Dikalangan masyarakat umum sendiri, sebenarnya terdapat pola interaksi yang menarik terkait dengan beragamnya pola pemahaman keagamaaan, seperti yang diungkapkan oleh    peserta dari LSM yang bergerak di bidang pertanian organik…” Harus kita akui secara riil ada banyak pemahaman yang memang kenyataan di masyarakat menimbulkan friksi yang tidak kecil, kebetulan saya bergerak di bidang pertanian organic, saya di kampung2 banyak di nderes, sebuah masjid di lantai 2 yang bermahzab NU, sedangkan pemiliknya mahzabnya MTA dan itu terjadi perselisihan sehingga masjidnya status quo, yang satu sholat di gudang pari yang dikosongkan, yang satu pakai masjid dilarang. Ini riil, menarik orang Jawa apapun bentuknya kalau ketemu tetap rukun, dipaksa untuk ketemu jalan awal untuk kesaling pemahaman untuk perkuat silaturahmi, untuk bicara pertama saling sersitegang, nanti pas makan-makan akan mencair. Cuma kalau yang undang  kampus teman-teman HTI dan  PKS harus diundang  yang rebutan itu PKS ama HTI rebutan seksi kerohanian sampai rebutan masjid Nurul Huda. Saya masalahnya alumni jadi paham UNS gak usah ditutup-tutupi sebaiknya kita menerima kenyataan   kemudian kita berdiskusi baiknya bagaimana. Dari pada kita menutup-nutupi masalah padahal kenyataannya ada masalah.kasus yang saya temui di daerah pertanian organic, pembinanya masih rohaniawan gereja khatolik mereka yang menguasai tekniknya.yang ada di sleman dan magelang semua yang menguasai tekniknya adalah rohaniawan dari Magelang.pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang, ada satu dukuh basis PKI mangan kirik, memelihara babi datang dai dari NU mulai melakukan proses Islami dengan tahlilanm dll sebagai pintu masuk dan umat mulai menjalankan sholat posisi 50 %, tahlilan datang, akhirnya masuk orang berpahaman beda garis kerasa, semua ditidakbolehkan

Jawab

Oleh karena itu adanya Forum pertemuan antar kelompok keagamaan dalam satu forum diperlukan karena disini akan terjadi satu komunikasi dan masukan atau kritik terhadap pola gerakan. Seperti yang terungkap dalam FGD. Dikatakan, masyarakat saat ini alergi kalau kelompok kepentingan melakukan violance teknik menegakkan amar makruf nahi munkar dengan kekerasan itu luar biasa secara umum tidak disukai.  Melalui  FGD itu  kelompok-kelompok yang beraliran keras agar mengurangi kegiatan violance tetapi menjadi non violance.

1.4  Kebijakan dan Tindak Lanjut

Melalui FGD permasalahan tentang kekerasan dan anarkisme secara keseluruhan memang bukan persoalan yang mudah dipahami secara utuh. Dalam sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh Sorel (dalam Arendt, 1972: 134) misalnya mengatakan bahwa masalah kekerasan masih tetap samar.  Kekerasan pada sisi yang lain, sebenarnya dapat dipahami sebagai manifestasi dari kekuasaan. Semua bentuk politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan puncak dari kekuasaan itu adalah kekerasan. Demikian pula yang dikatakan oleh Max Weber (dalam Arendt, 1972: 134) bahwa penguasaan manusia terhadap manusia didasarkan pada legitimasi. Kekerasan sering dilakukan dengan balutan legitimasi tersebut. Sumber-sumber legitimasi itu dapat berasal dari sumber-sumber yang berbeda-beda yang menjadi pengabsah dari tinfakan yang dilakukannya.

Dengan sedikit catatan ini, ada tujuan-tujuan yang secara implisit disampaikan bahwa kompleksitas kehidupan sosial keagamaan memang rumit. Kedua, di dalam kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat pun harus dipandang sebagai gejala yang tidak sederhana untuk dipahami sebagai sesuatu yang hanya sekedar hitam dan putih semata. Permasalahan itu sendiri tidak pernah berdiri sendiri dari satu sebab, melainkan dari berbagai sebab yang menjadi pemicunya. Diantaranya adanya yang menyebutkan 4 hal utama, yakni:

a. Pemahaman dan pemikiran yang sempit dan terbatas terhadap Islam itu sendiri

b. Ketidakberdayaan ekonomi dan pendidikan

c. Ketidakadilan

d. Adanya penguasaan dunia oleh kekuatan yang zhalim yang dimanifestasikan ke dalam dua kekuatan besar, yakni AS dan Yahudi.

Kebijakan-kebijakan yang memang bersifat proporsional dan jernih yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan semacam ini. Termasuk perlunya kesadaran bahwa terdapat resiko yang besar bila dilakukan manipulasi yang mengatasnamakan gerakan-gerakan sosial keagamaan yang dimaksudkan untuk “menjinakkan” mereka atau untuk memanfaatkan mereka untuk tujuan-tujuan yang bersifat politis.. 

Adapun bagaimana bentuk kebijakan dan aksi lebih lanjut  yang akan ditempuh, ditentukan oleh hasil refleksi temuan yang terangkum di dalam paparan yang disajikan di dalam rangkaian tulisan ini. Kesadarannya adalah bahwa bagian dari kegiatan ini hanyalah sebagai bagian dari potret besar yang dapat direkam terhadap fenomena kelompok-kelompok sosial keagamaan di Indonesia yang ada di Kota madya Surakarta.

Tentu sebagai bagian dari potret besar atau sebagai bagian dari grand narration di dalam bingkai kehidupan keagamaan di Indonesia masih diperlukan kajian dan kegiatan-kegiatan lain yang dimaksudkan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa dan bagaimana corak dan ciri pemikiran, pemahaman dan gerakan mereka sebagai gerakan sosial keagamaan yang ada. 
BAB II
ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN DALAM 

PERSPEKTIF KELOMPOK SOSIAL KEAGAMAAN DI SURAKARTA
2.1 Deskripsi Umum


Apa yang dipaparkan di dalam Bab II ini menggambarkan pemikiran dan pemahaman yang berkembang di dalam FGD. Sesuai dengan tajuk kegiatan FGD : Penyegaran Pemahaman Sosial Keagamaan Menuju Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, maka sudut pandang dari para narasumber pertama-tama adalah konsep dan pemaknaan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam sudut pandang yang demikian itu, memperlihatkan apa yang dimaksud dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin pun berbeda-beda.

Pertama, ada pembicara yang mencurigai bahwa konsep ini dipakai untuk mendistorsi agar Islam harus bersifat kompromistis, lemah dan mengaburkan esensi dari aqidah sebagai landasan yang paling pokok dan utama. Kedua, pandangan dan pemahaman bahwa di dalam cara-cara menegakkan Islam sudah semestinya dilakukan secara damai dan bersifat solutif. Ketiga, pandangan yang melihat hubungan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara final. 


Dalam kaitan dengan posisi-posisi ini, sebagai sudut pandang awal yang tampaknya sesuai dengan tajuk kegiatan, maka pemikiran dan pemahaman tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat berfungsi sebagai pembuka terhadap pemikiran-pemikiran mereka yang lebih lengkap dan kompleks. Hasilnya dirangkumkan sebagai berikut:

2.2 Makna Islam Rahmatan lil Alamin

Saat ini terkait dengan pemahaman atas ajaran agama Islam, terdapat upaya yang dilakukan oleh beberapa kalangan untuk mengemukakan pandangan bahwa Islam merupakan ajaran yang merupakan rahmat bagi alam semesta atau Islam sebagai ajaran agama yang rahmatan lilalamin. Istilah tersebut digunakan sebagai isu sentral untuk menegaskan bahwa keberadaaan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang selanjutnya merujuk pada Islam sebagai suatu ajaran yang datang dengan membawa pesan damai dan dilandasi dengan penuh kasih.

Untuk melihat lebih jauh mengenai pemaknaan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka dapat dirujuk dalam sumber yang paling otoritatif yaitu Kitab Suci Al Qur’an. Menurut pembicara dari Pesantren Jamsaren Solo, kata rahmatan lilalamin hanya disebut satu kali dalam AlQur’an, sedangkan kata Al-Alamin disebut sebanyak 73 kali. Kata Rahmatan lilalamin terdapat dalam  hal ini   Al Qur’an Surat Al  Anbiya ayat  107  sebagai berikut :
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 Tidaklah Aku mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS 21: 107)  

Menurut ayat tersebut di atas Rasulullah merupakan rahmatan lilalamin di mana sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Saba ayat 28 bahwa Rasulullah itu diutus kepada semua manusia  :
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Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. 34 :28)

Uraian yang sama dapat dilihat pada Q.S. Al A’raf ayat 158,yaitu :
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Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (QS,7 : 158).

Menurut pembicara dari Pesantren Al Muayat Solo bahwa  pengertian Al Alamin disini merujuk kepada masyarakat atau umat manusia bukan keseluruhan alam semesta. Hal ini diperkuat oleh pembicara dari Pesantren Ngruki Solo yang menyatakan bahwa kalimat rahmatan lil alamin itu dalam  Al Qur’an digunakan oleh Alloh SWT untuk menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin,di mana rahmat tersebut dapat diartikan sebagai rasa lemah lembut dan kasih kasih sayang.


Selanjutnya, persoalan pemaknaan rahmatan lilalamin sebagaimana yang diungkapkan oleh pembicara dari pesantren Jamsaren memiliki dua macam persoalan. Pertama, Secara eksternal hal ini terkait dengan persoalan kenabian, mengenai keturunan Nabi Ibrahim yang akan menjadi Imam bagi seluruh umat manusia sebagaimana halnya yang tercantum pada Q.S. Al Baqarah ayat 124 :
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Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji [87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku" . Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".  (Q.S. 2 : 124) 

Adapun persoalannya adalah adanya perbedaan tafsir di kalangan Kaum Yahudi,Nasrani dan Islam mengenai keturunan Nabi Ibrahim  yang akan menjadi imam bagi seluruh manusia, di mana menurut Kaum Yahudi dan Nasrani merujuk pada keturunan dari  Nabi Ishak,sedangkan menurut Islam adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail. 

Kedua, secara internal terkait dengan kedudukan Rasulullah SAW, yang menurut pembicara dari Pondok Ngruki bahwa dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah pembawa rahmat baik di dunia dan akherat bagi mereka yang mau mengimaninya sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka kedatangan Rasulullah SAW ini diakhirilah bentuk-bentuk adzab yang bersifat menghancurkan secara total kepada mereka sebagaimana yang terjadi pada Kaum Luth, A’ad dan Fir’aun. 

Selanjutnya, pembicara dari Pondok Pesantren Ngruki menguraikan bahwa Islam sebagai ajaran yang disyariatkan oleh Alloh SWT kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW disebut sebagai nikmat seperti yang diungkapkan dalam Q.S.Al  Maidah ayat 3 yang artinya : …Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (Q.S.: 5: 3). Hal ini dikarenakan keberadaan Islam, benar-benar telah membawa kenikmatan yang besar  menyelamatkan manusia dari kehidupan jahiliyah yang begitu gelap dan mengeluarkan manusia dari kungkungan hawa nafsunya kepada syariat atau aturan Alloh SWT yang membawa kebaikan dan pencerahan, kemajuan berpikir, kemajuan bertindak di mana orang bertindak tidak hanya berlandaskan keinginan hawa nafsunya. 

Adapun pengertian Islam itu sendiri, menurut pembicara dari Pondok Pesantren As Salam bahwa pada hakekatnya Islam berasal dari kata As Salam yang bermakna  damai, yaitu:

(1) damai kepada Alloh SWT dan Rasul-Nya dengan taat kepada keduanya, sebagaimana termaktub dalam Q.S. An Nisa ayat 59 yang berbunyi :
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Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(2) Damai kepada sesama umat Islam yang disebut dengan ukhuwah, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11 :
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S. 49:11).

(3) damai umat Islam dengan masyarakat dengan seluruh umat manusia (ta’aruf) sebagaimana yang tersurat dalam  Q.S. Al Hujurat ayat 13:
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. 49:13)

(4) Damai kepada umat non muslim atau pemeluk agama lain sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al Mumtahanah ayat 8 :
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Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. 60:8)

Adapun sifat-sifat Islam sebagai sebuah agama menurut pembicara dari Al Muayyat dengan mengutip Sayyid Sabiq (1982) adalah sebagai berikut :

1. Islam sebagai agama wahyu, dimana Islam dasarnya adalah wahyu termasuk yang di sampaikan melalui bahasa Nabi Muhammad SAW.

2. Islam sebagai agama ilmu, wawasan keilmuan

3. Islam sebagai agama manusia, hukum Alloh SWT dipergunakan untuk kepentingan manusia

4. Islam sebagai agama kemajuan, agama yang memajukan, membangun dan mendidik untuk melihat ke masa depan.

Dalam hal ini pembicara dari Al Muayyat menghimbau agar kita dapat mengamalkan agama Islam sebagai wahyu kemudian ditambahkan ilmu, ditambahkan wawasan kemanusiaan dan dengan melihat kehidupan masa depan yang harus diperbaiki sesuai dengan capaian-capaian bisa diusahakan agar semakin  berbobot lagi.


Islam yang sebagaimana disebut dalam Al Qur’an sebagai nikmat menurut pembicara dari Pondok Pesantren Ngruki akan menjadi rahmat apabila Islam diamalkan secara sempurna dan menyeluruh (kaffah) tidak hanya sebagian sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israil yang memiliki kebiasaan mengamalkan ajaran Alloh SWT setengah-setengah (QS, 2: 85)

Kemudian hal ini diperkuat oleh pembicara dari Pondok Pesantren As Salam,yang menambahkan dua aspek terkait dengan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin kuncinya adalah dengan adanya (1) Kesadaran bahwa kita tunduk kepada Alloh dengan penuh kesadaran,hanya persoalannya adalah bahwa banyak umat Islam tunduk kepada Alloh namun tidak sadar, Islam hanya dimaknai pada KTP, ketika akan nikah,sumpah jabatan (2) Menuntut Ilmu, adalah wajib untuk menuntut dalam rangka menguasai Al Qur’an dan AS Sunnah.


Selanjutnya, agar Islam dapat diamalkan secara sempurna sehingga akan menjadi rahmatan lil alamin, maka menurut pembicara dari salah satu ormas Islam (FPI) terdapat tiga area kegiatan,yaitu dakwah, amar ma’ruf nahi munkar dan jihad. Ketiga hal ini saling terkait satu sama lain, dimana pada  level pertama adalah dengan melakukan ad-da'wah ila Allah (ad'u ila Allah), yaitu seruan, ajakan, panggilan dan imbauan kepada Allah, kembali kepada Allah yang disampaikan dengan cara bijaksana, nasihat yang baik dan argumentasi (hujjah) yang jitu. 

Sedangkan amar ma’ruf nahi mungkar merupakan salah satu pilar penting dan merupakan sebuah kewajiban dan keharusan bagi orang mukmin untuk menjadikan dirinya sebagai penjaga sekaligus pengawas semua urusan yang terjadi di dalam masyarakat. Secara literal,hal ini dapat diartikan sebagai  menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk yang tidak terbatas pada urusan ibadah saja,tetapi juga mencakup urusan akidah, akhlak, ibadah, hak-hak manusia, ekonomi, militer dan sosial budaya. Terkait dengan penegakan amar ma’ruf nahi mungkar dilakukan dalam tiga tahapan, 1) menunjukkan sikap yang tidak suka atas adanya kemungkaran; 2) memperingatkan dengan perkataan yang tegas; 3) bertindak dengan menggunakan kekuatan dan paksaan. 

Mengajak kepada perkara yang ma’ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, hukumnya adalah fardu kifayah atas umat ini, bukan wajib ain. Jika amar ma’ruf nahi mungkar telah ditegakkan oleh sebagian orang yang mencukupi, gugurlah dosa  atas yang lainnya. Akan tetapi, jika tidak ada satu pun yang melaksanakannya maka seluruhnya (kaum muslimin, red.) berdosa, sebagaimana yang tercantum dalam firman Alloh SWT (yang artinya), “Dan hendaklah ada, di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma’ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran:104) 

Lebih lanjut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Barang siapa yang memerintahkan hal yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran maka hendaknya dia memiliki ilmu tentang hal yang dia perintahkan dan hal yang dia larang, serta bersikap lembut dan santun ketika memerintah dan melarang. Hendaknya, ilmu didahulukan sebelum memerintah, sedangkan sikap lembut dan santun harus selalu menyertai perintah. Jika tidak berilmu maka dia tidak boleh mengerjakan segala sesuatu yang ilmu tentangnya tidaklah dia miliki.” 

Selanjutnya,  Ibnu Taimiyah menambahkan, “Wajib bagi orang, yang memerintahkan perkara yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran, untuk melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dengan maksud taat kepada Allah. Hendaknya pula, tujuannya adalah untuk memperbaiki orang yang diperintah, menegakkan hujjah (alasan, red.) kepadanya, dan jangan bertujuan untuk mencari kedudukan, baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya, atau untuk melecehkan orang lain.


Kemudian Jihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memerangi musuh Alloh SWT, dalam hal ini penerapan jihad berlaku sesuai dengan kondisi yang ada, maka hendaknya kaum muslimin disetiap waktu dan tempat untuk mengambil ayat-ayat mengenai jihad sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka dalam keadaan lemah maka jihadnya sesuai dengan kemampuan mereka. Jika mereka lemah maka cukup dengan berdakwah secara lisan. 

Dan jika mereka telah memiliki sebagian kekuatan maka mereka (dibolehkan) memerangi orang-orang yang memerangi mereka atau yang dekat dengan mereka serta menahan diri dari yang tidak menganggu mereka. Dan apabila mereka telah amat kuat dan memiliki kekuasaan maka (dibolehkan) untuk memerangi semuanya sehingga manusia semuanya masuk Islam atau membayar jizyah. Hal ini dikarenakan Rasulullah pernah melalui dua keadaan dalam berdakwah dan berjihad. Beliau diperintah sesuai dengan keadaannya. Disaat kaum muslimin dalam keadaan lemah dan dikuasai musuh beliau diperintah untuk membela diri saja dan mencukupkan diri dengan berdakwah serta menahan diri dari jihad mengangkat senjata, karena hal tersebut lebih banyak madhorotnya. Dan disaat yang lain mereka diperintahkan untuk menolak kejahatan para musuh dengan segala kekuatan yang ada dan berdamai selama terdapat mashlahat dalam perdamaian tersebut, serta memerangi orang-orang yang melampaui batas jika mashlahatnya lebih besar.

2.3 Realitas Islam sebagai Rahmatan lil  Alamin.

Akhir-akhir ini terdapat upaya dari sebagian kalangan untuk mereduksi makna rahmatan lil alamin, dengan menfasirkan kata rahmat secara serampangan atau berusaha memaksakan tersebut sesuai dengan hawa nafsunya sebagaimana yang disinyalir oleh pembicara dari Pondok Pesantren Ngruki dengan :

1. Bertoleransi dengan orang kafir,seperti melakukan kerjasama dengan musuh Islam (membuka hubungan diplomatik dengan Israel)  

2. Bertoleransi dengan kemungkaran, dengan mentoleransi atau mau bekerja sama dalam hal kemaksiatan,seperti halnya kerjasama antara aparat dengan pelaku kemaksiatan sehingga terkesan aparat melindungi atau mentoleransi keberadaan pelaku kemaksiatan.

3. Bertoleransi dalam penyimpangan beragama (kebatilan), dengan menghormati keberadaan ajaran yang menyimpang dari agama Islam.

Pembicara dari pondok pesantren Ngruki secara tegas melihat adanya upaya untuk menggunakan pemahaman rahmatan lil Alamin sebagai bentuk untuk mengembangkan toleransi dengan kebathilan, misal dalam kasus Ahmadiyah. Padahal Islam adalah suatu ajaran yang secara tegas melakukan pemisahan antara yang hak dan yang batil dengan mempergunakan patokan yang jelas, yaitu Al Qur’an dan Hadist.

“Kalau sekarang ada upaya-upaya mengajak bertoleransi dengan kebathilan, kasus Ahmadiyah dengan mengatakan  Islam ini khan Rahmatin Lil Alamin mari kita toleransi dan kukita hormati mereka. Ya tidak bisa. Islam itu Rahmatin Lil Alamin kemudian kita diajarkan untuk di dalam Islam untuk mematahi Allah SWT dan mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir kemudian diminta mengakui adanya nabi yang lain itu adalah sesuatu yang tidak bisa  ditemukan. Ini sebuah upaya untuk mendistorsi pemahaman Islam Rahmatin Lil Alamin…” (pernyataan dalam FGD).

Dalam kaitannya dengan kemaksiatan, salah satu pembicara dari ormas Islam (FPI) menyatakan perlu dibedakan tiga area kegiatan, yaitu dakwah, amar ma’ruf nahi munkar dan jihad. Ketiga hal ini saling terkait satu sama lain namun memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Dimana pada  level pertama adalah dengan melakukan ad-da'wah ila Allah (ad'u ila Allah), yaitu seruan, ajakan, panggilan dan imbauan kepada Allah, kembali kepada Allah dan melakukan amal saleh serta menyatakan diri sebagai orang Islam. Dalam hal ini  seruan kepada umat manusia ke jalan Allah SWT agar kebenaran agama Islam yang telah diterima  orang lain bekerja dengan khasanah dan sistematika yang sama dan  disampaikan dengan cara bijaksana, nasihat yang baik dan argumentasi yang tepat.


Sedangkan amar ma’ruf nahi mungkar merupakan salah satu pilar penting dan merupakan sebuah kewajiban dan keharusan bagi orang mukmin untuk menjadikan dirinya sebagai penjaga sekaligus pengawas semua urusan yang terjadi didalam masyarakat. Secara literal,hal ini dapat diartikan sebagai  menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk yang tidak terbatas pada urusan ibadah saja,tetapi juga mencakup urusan akidah, akhlak, ibadah, hak-hak manusia, ekonomi, militer dan sosial budaya sehingga hal ini lebih bersifat sistemik,yang dimulai dengan mendorong orang lain untuk berbuat baik kemudian mencegah perbuatan buruk dilakukan dengan cara yang tegas. 

Secara literal mengajak kepada perkara yang ma’ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, hukumnya adalah fardu kifayah atas umat ini, bukan wajib ain. Jika amar ma’ruf nahi mungkar telah ditegakkan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa  atas yang lainnya. Akan tetapi, jika tidak ada satu pun yang melaksanakannya maka seluruhnya (kaum muslimin, red.) berdosa, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT (yang artinya), “Dan hendaklah ada, di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma’ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran:104) 

.Melihat kemungkaran bisa dilihat dengan hati.Islam ada berdakwah tidak bisa dipisahkan.orang berdakwah memahami jihad kalau orang berjihad tidak memahami dakwah juga salah. Sifat dan system harus dipahami.

Lebih lanjut, hal ini harus dilakukan dengan ilmu, di mana yang memerintahkan hal yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran maka hendaknya  memiliki ilmu tentang hal yang dia perintahkan dan hal yang dia larang, serta bersikap lembut dan santun ketika memerintah dan melarang. Selanjutnya,  adalah suatu hal yang wajib bagi orang, yang memerintahkan perkara yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran, untuk melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dengan maksud taat kepada Allah. Hendaknya pula, tujuannya adalah untuk memperbaiki orang yang diperintah, menegakkan hujjah kepadanya, dan jangan bertujuan untuk mencari kedudukan, baik untuk dirinya maupun untuk kelompoknya, atau untuk melecehkan orang lain.


Kemudian Jihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memerangi musuh Alloh SWT, dalam hal ini penerapan jihad berlaku sesuai dengan kondisi yang ada, maka hendaknya kaum muslimin disetiap waktu dan tempat untuk mengambil ayat-ayat mengenai jihad sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka dalam keadaan lemah maka jihadnya sesuai dengan kemampuan mereka. Jika mereka lemah maka cukup dengan berdakwah secara lisan. Dan jika mereka telah memiliki sebagian kekuatan maka mereka (dibolehkan) memerangi orang-orang yang memerangi mereka atau yang dekat dengan mereka serta menahan diri dari yang tidak menganggu mereka. Dan apabila mereka telah amat kuat dan memiliki kekuasaan maka (dibolehkan) untuk memerangi semuanya sehingga manusia semuanya masuk Islam atau membayar jizyah.

Demikian juga pemahaman penegakkan amar makruf nahi mungkar, mau diajakan kearah kebaikkan dan menjauhi kemungkaran, semua didasari kepada iman kepada Allah SWT,  Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, selemah-lemahnya iman. kalau kita disuruh  ridho adanya kemungkaran jelas ini tidak bisa diterima dalam ajaran Islam.

“….namun tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa FPI dalam memerangi kemungkaran selalu menggunakan kekerasan. Kekerasan sebenarnya upaya akhir, kita sebelumnya selalu menggunakan cara-cara investigasi, membuat laporan secara rinci untuk diberikan kepada aparat atau pihak yang berwewenang. Kalau tidak ada tanggapan baru bertindak….” ujar utusan dari FPI.
FPI mencontohkan, amar makruh nahi munkar dalam bidang pertanian, tanah ada yang cangkul inilah dakwah. Ditanami itu amar makruf, ketika menginjak sayuran besar datanglah hama tikus makan tanaman. Apakah tikus bisa dinasehati? Untuk memberantas tikus maka petani bertindak tegas dengan membunuh tikus. Dalam Islam ada amar makruf nahi mungkar. Berdakwah itu pasti, tapi mengingjak amar makruf nahi munkar lain, tidak bisa ikuti satu system karena Negara tidak berlaku satu system, dalam social masyarakat mendirikan pondok pesantren diajarkan ilmu Islam, pondok akan menelorkan santri yang diharapkan bila ada kemaksiatan akan menghilangkan dengan cara yang baik.

Dalam pandangan LUIS, tugas paling strtagis adalah amar makruh nahi munkar. Amar makruf itu adalah perintah kepada yang makruf artinya yang dikenal dalam Islam cukup banyak walaupun banyak yang tidak sepakat. Nahi munkar adalah sesuatu yang diingkari dalam Islam. Seakan-akan itu benar menurut pandangan orang lain, atau pandangan dunia internasional, tetapi itu salah. 

Kita bicara masalah teroris tapi mendefinisikan teroris tidak ada yang berani. Kita selalu bicara tentang teroris, kita selalau bicara berantas teroris tapi belum ada kesepakatan tentang definisi tentang teroris. Akibatnya tororis itu adalah orang Islam. Fenomena yang muncul, teroris adalah orang Islam lantas ditembak, isterinya memakai kerudung memakai cadar bedil. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam. “…. Tidak adanya kesepahaman tentang teroris di antara elemen yang ada di Indonesia maka yang dipakai adalah pendefinisian teroris dalam persepsi barat.Inilah yang sekarang terjadi. Padahal teroris tidak mesti Islam, contoh kasus di Norwegia..”

Dalam pendangan LUIS, dalam perjuangan amar makruh nahi munkar harus tahu siapa kanca (teman), lawan..Kita dakwah kepada masyarakat banyak masalah. Dakwah tidak mudah terutama dalam hal memerangi kemaksiatan. Mereka pelaku-pelaku  maksiat dari tingkat grassrote ini eksis. Fakta yang ada mereka tidak hanya membentuk kolaborasi membentuk mafia, kelompok mereka juga dilindungi oleh kepolisian dan aparat. Ini baru ditingkat grassroote, Apalagi kalau kita mau amar makruh nahi munkar di tingkat penguasa mereka membuat satu kebijakan.

 Di kota Solo ini ada perda anti miras  3 tahun belum bisa selesai, sharing  dengan anggota DPRD sulit. Akibatnya,  tidak mudah untuk mengoalkan perda miras. Perda itu menimimal akan bisa meminimalisir adanya kemaksiatan.  Perda satu 1 tahun ini dimunculkan oleh Pemda Solo tapi isinya luar biasa jeleknya karena lebih menguntungkan distributor.  Kalau secara nasional, presiden memberikan kebijakan atau undang-undang yang melemahkan umat Islam ini maka yang berat adalah umat Islam

“….Satu hal UU anti terorisme itu sudah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jelas, Ustad yang kita yang sekarang ini diharapkan bisa menegakkan amar makruh nahi munkar yaitu ustad abu bakar basyir di penjara, subanallah. Penyimpangan2 apa saja termasuk produk hukumnya untuk kepentingan pribadi di legalkan untuk merampok barang-barang yang sebenarnya milik masyarakat dirampok untuk kepentingaan pribadi atau kelompoknya. Lebih ngeri mana kepentingan antara abu bakar basyir dengan mereka ini . Kenapa kita memandang ustad abuk bakar basyir ini sebagai teroris. Mereka ini sudah sepuh tiap hari ngajar di pesantren setiap harinya melakukan kegiatan untuk kepentingan dakwah dituduh teroris.Penuduhan itu tidak jelas dan tidak tepat. Tapi dipaksakan bahwa tuduhan itu tuduhan yang benar.Proses pertama sempai vonis tidak ada yg benar. Saya dikawal terus…”ujar utusan dari LUIS
 Ini bisa diringkas, dalam pandangan LUIS banyak aturan atau produk undang-undang yang dibuat pemerintah justru merugikan umat Islam, misalnya penangkapan para da’I atau ustad. Penangkapan ini jelas akan menghambat upaya penenggakan amar makruh nahi munkar.

Kalau seorang ulama di penjara, keputusan undang-undang yang sangat tidak baik, rusak. kemana kita bahwa negara ini. Mestinya negara itu melindungi orang-orang yang komitmen terhadap amar makruh nahi munkar. Kita perlu duduk bersama dengan penguasa-penguasa itu. Duduk bersama untuk melihat bagaimana terjadinya kemaksiatan, kita tanggulangi bersama. Contoh, kita lihat ada maksiat kemudian kita lapor polisi, “he..pak polisi ini ada maksiat, massa sudah kumpul lho..kalau kamu tidak datang nanti digasak,” ya,,,,siap. Tiga kali tetap saja jualan maksiat berarti tidak ada upaya-upaya dari kepolisian untuk memperbaiki diri. karena itu fakta dilapangan distributor memberi fee kepada para aparat kepolisian…” ujar utusan dari LUIS. 

Peserta dari LUIS berpendapat Rahmatin Lil Alamin bisa dianalogikan seperti air yang bersih kalau orang yang membawa air ini akan menyemprotkan ke tanaman dibatasi tidak mungkin akan tersirami. Artinya, kalau kita  membawa air hanya dicripati sedikit-sedikit padahal kekeringan disemua ladang kering tetapi membawa air hanya diciprati sedikit-dikit tidak  akan membawa rahmat.

Perbedaan pandangan dalam mengimplementasikan amar makruf nahi munkar disebabkan kurangnya komunikasi di antara elemen-elemen atau kelompok-kelompok keagamaan.  Adapun pembicara dari Pondok Pesantren Jamsaren adalah lebih melihat dari kurangnya komunikasi dan kedewasaan ketika mensikapi dan menghadapi adanya kemaksiatan atau kebatilan. Komunikasi terkait bahwa belum semua paham mengenai peraturan dan kebijakan yang mengatur adanya kemaksiatan sehingga perlu dijalin komunikasi yang lebih intensif terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kedewasaan disini adalah terkait dengan pensikapan atas kemaksiatan agar lebih mengedepankan langkah-langkah yang konstruktif dalam bingkai sistem yang berlaku  bukan konfrontatif.  

Di Indonesia memiliki karakter dipengaruhi sifat air kita pernah dijajah selama 350 th oleh Belanda tetapi tidak pernah menjadi Belanda, berjumpa dengan masyarakat Arab sangat intesif tetapi tidak pernah menjadi Arab. .Kita pernah berjumpa dengan masyarakat China sejak Khubalai han sampai chen ye tetapi tidak emnjadi China.

“Apa artinya, masyarakat kepulauan ini mengendapkan yang berguna  dan menghayutkan yang tidak diperlukan, membersihkan yang cemar, dan sifat air itu menstabilkan  suhu, sifat air itu membersihkan, mencuci dan melancarkan proses. Siapa yang punya pikiran mengkaitkan tempat hidup dan karakter? Ibnu Khuldun dalam kitab beliau mukhatimah beliau wafat sekitar th 400-an. sebelum gadjah mada mencapai karirnya yang heboh itu…” ujar pembicara dari Pondok Pesantren Jamsaren

 Rahmatin Lil ‘Alamin di Indonesia dengan menyadari  bahwa oleh Allah kita diciptakan sebagai wujud  yang hidup di tanah Nusantara. Ini menurut pandangannya  menjadi titik tolak pembicaraan. Kalau kita ingin wakaf maka wakaf kita di Indonesia atau di Afganistan, kalau kita ingin wakaf masjid ingin wakaf di China atau di Indonesia saja? Artinya, amal kita yang kita daftarkan untuk menjadi persembahkan kepada sang penciptapun kita letakkan di Indonesia, Kita bikin madrasah juga disini begitu seterusnya.

“Kalau saya ditanya di Indonesia atau di dunia ini yang menderita, yang menderita adalah ummat. Umat ini yang paling menderita karena  mendapatkan tekanan ideology besar yg namanya neoliberalisme ini mengerus apa saja Umat menderita. kedua ada tekanan ideology lainnya entah itu hedonisme, materialism sampai ideology yang aneh-aneh itu semua ingin dimasukkan kedalam umat “ ujarnya.

Kalau boleh kita jujur dan seharusnya jujur yang namanya agama itu menjadikan dirinya sebagai individu menjadi  lebih kuat  dari pada dirinya sebagai makhluk social. Kedudukan tertentu dalam komunitas keagamaan maka orang menjadi lebih besar dibandingkan kenyataan dirinya sebagai individu dan makhluk social. Ringkasnya, umat sekarang sedang menjadi arena uji coba sebuah ideology oleh karena itu umat sedang menderita sakit yang luar biasa

Negara yang kita dirikan adalah negara bangsa bukan negara suku, bukan negara trah yang bersifat monarki. Negara bagi seluruh bangsa. ketegangan-ketegangan ini menjadi tidak perlu oleh karena hal-hal yang ada di bawah ini adalah wacana, deskruktif yang namanya wacana tidak berakhir dengan komitmen.Umat Islam masuk negara Indonesia kita tidak mengetahui sejarahnya, mengapa karena kita terputus oleh wacana-wacana.

 Umat Islam  akhirnya  banyak mempermasalahkan kesepakatan-kesepakatan yang telah menjadi komitmen dari pada para pendahulu kita. Contoh, kita merdeka hasil perjuangan para pendahulu kita, punya kesepakatan penting yang dituangkan dalam UUD 1945 dan sepakat mendirikan negara dalam bentuk NKRI dasarnya UUD 1945, kita sudah sepakat untuk mengekuii kebaragaman yang maka semboyan bhineka tunggal ika.Kemudian para pendahulu kita menempatkan sesuatu yang telah dicapai yaitu Pancasila sebagai yang meliputi capaian-capaian itu. 

Utusan dari Pondok Jamsaren memberikan contoh tentang Nabi Yusuf mengapa nabi Yusuf itu disengsarakan, di buang di sumur, di jual sebagai budak, masuk penjara, dan akhirnya tetap berkarya yang terbaik bagi masyarakatnya, bahkan dalam ceritanya (farid Iskhak) , tidak ada critanya nabi Yusuf dan Firaun masuk Islam pada masa nabi Yusuf. Dari 111 ayat surat Yusuf tidak ada satu suratpun yang menjelaskan Firaun masuk Islam pada masa nabi Yusuf.

Apa artinya, nabi Yusuf tidak menunggu kepala negaranya menjadi muslim, nabi Yusuf tidak menunggu negaranya menjadi Islam  bagi kewajiban beliau menolong masyarakatnya yang sedang menghadapi paceklik pangan. Ini selalu saya kemukakan kepada teman-teman tatkala belajar transformasi social mari belajar 111 ayat surat yusuf. 

Dalam situasi konflik agar menggunakan manajemen krisis. semua digerakkan kea rah riil, nyata, segera dan manfaat.Itu  yang digerakkan nabi yusuf. Pertanyaannya, apa yang bisa menjamin manajemen krisis ini bisa berkelanjutan pada periode selanjutnya?maka beliau memperbaiki hubungan antar pelaku saya tulis istilah saya adalah rekonsiliasi berkeadilan. Nabi Yusuf rukun dulu dengan saudara-saudaranya lalu nabi yusuf mampu merukunkan Mesir otonom utara dan Mesir otonom selatan karena pada masa nabi Yusuf Mesir terbagi dua wilayah yaitu otonom utara dan otonom selatan yang saling  berperang. 

Ternyata melalui kecukupan pangan bisa rukun atas iniasitif nabi Yusuf. Namun apakah yang menjamin  rekonsialisai berkeadilan itu adalah pembangunan kapasitas, maka nabi Yusuf terus melakukan persiapan social dan pemberdayaan mengapa? karena yang namanya pangan bukan hanya urusan petani an sich tetapi juga urusan pemilik tanah, penggarap tanah,otoritas irigasi, penyedia bibit, penyedia pupuk, transportasi, gudang dst semua berkaitan karena ada aspek2 pemberdayaan. 

Dan kelak dikemudian hari nabi Yusuf berhasil mengajak rakyatnya membangun visi bersama  bagi keberlanjutan lintas generasi untuk mencapai kemakmuran. Ide yang baik untuk mencoba lebih riil dalam kegiatan di masyarakat dengan teladan nabi Yusuf. Kisah nabi Yusuf kemudian diteorikan oleh para ahli pembangunan berkelanjutan nabi Yusuf masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebelum ada perbaikkan masyarakat  termasuk ditingkat structural.

Kemudian agar dapat menyegarkan kembali makna rahmatan lil alamin,menurut pembicara dari Pondok Pesantren As Salam tiga aspek selain kembali kepada AlQur’an dan Sunnah,yaitu (1) Memperkuat Silaturrahmi (3) Menjalin Komunikasi harus dijalin,salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (4) Dukungan media massa. Sedangkan pembicara dari Pondok Pesantren Al Muayyat memberikan konsep keadilan restoratifsebagai perwujudan rahmatan lil alamin dengan melakukan upaya-upaya yang melibatkan perbaikan dengan melibatkan komunitas, pelaku dan korban.  

Peserta FGD dari LSM justru menawarkan sebuah pemikiran strategis dalam menengakkan amar makruf nahi munkar.  Problem utama adalah bagaimana menafsirkan amar makruh nahi munkar, serta mewujudkan ramahtin lil alamain, beliau-beliau ini kalau membaca Al Qur’an tidak usah diajari tetapi strategi. Gerekan-gerakan Islam yang ingin menengakkan amar makruf nahi munkar harus mempunyai strategi politik terutam aketika akan mengoalkan undang-undang yang bisa memberantas kemaksiatan.  Jangan seperti sekarang ini  kita anti politik. Kita memerlukan partai politik  untuk menyusun undang-undang atau mengatur negara dengan partai politik. 

Kelompok-kelompok Islam yang ingin memerangi kemaksiatan agar menerapkan strategi non violance. “ Usul saya kita sharing strategi dengan membuat jaringan komunikasi untuk menyampaikan hasil-hasil invetigasi dari kelompok-kelompok ini akan adanya kemaksiatan, termasuk siapa yang melindungi,” ujar peserta dari LSM. 

Kita perlu menyepakatai strategi kampanye amar makruf nahi munkar. kalau kita sekarang melakukan  tindak kekerasan atau violence teknik mungkin jadi kontra produktif seperti sekarang ini kok dikuya-kuya.  Kita balik strateginya, tidak pakai violence namun pakai data akurat. Kedua, tafsir amar makruh nahi munkar tidak hanya memerangi kemaksiatan bagaimana kita hadapi dengan kebodohan, kefakiran, kemiskinan, Inilah perjuangan kita menegakkan amar makruh nahi munkar. Menegakkan amar makruh nahi munkar dengan cara non violence, cara-cara yang damai lebih cerdas.
BAB III
RELASI KELOMPOK SOSIAL

KEAGAMAAN DENGAN NEGARA

3.1 Ideologi, Hukum dan Tertib Sosial


Pada prinsipnya relasi kelompok sosial keagamaan baik mereka yang berasal dari Front Pembela Islam, Laskar Umat Islam Surakarta, pemikiran yang berasal dari perwakilan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Pondok Pesantren Al Muayyad, Jamsaren dan Assalam mencakup perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan ideologi, hukum negara (positif) dan tertib sosial. 
Perbedaan-perbedaan ini sering membawa friksi dan benturan baik sesama elemen masyarakat, dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan itu sendiri dan negara atau pemerintah. Setiap negara sendiri di mana pun berada, dengan sendirinya tidak mengijinkan beroperasi sebuah atau lebih kelompok-kelompok sosial keagamaan yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara. Sementara pada saat bersamaan, negara pun harus bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap kepentingan warganegaranya. Jaminan ini juga mencakup jaminan terhadap keyakinan dan agama warganegaranya pula. 


Masalahnya adalah, muncul pemahaman bahwa sumber-sumber legitimasi agama yang umumnya berasal dari Kitab Suci (Al qur’an) dan Hadist tidak boleh dilampaui oleh sumber-sumber ideologi dan konstitusi negara. Berdasarkan alasan aqidah, sangat mungkin kelompok-kelompok sosial keagamaan (FPI, LUIS, Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki misalnya) melakukan penolakan dan perlawanan terhadap semua hal produk hukum dan praktek-praktek bermasyarakat, bila dirasa bertentangan dengan aqidah. 
Dalam otoritas tertinggi di dalam Islam, yakni Al quran, terdapat pokok-pokok yang mengatur dalam soal ibadah, mu amalah dan termasuk hukum. Sementara negara berprinsip sebaliknya, tidak membiarkan berkembang dan hidupnya kelompok-kelompok sosial keagamaan yang membahayakan keberadaan bangsa.


Bila hubungan ini saling menihilkan dan tidak membuka ruang bagi diolog bagi perbedaan-perbedaan tersebut, sangat mungkin, hubungan-hubungan yang tidak harmonis, saling curiga dan saling menyerang, menjadi jalan bagi keduanya, dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi garis keyakinan masing-masing.


Sebagai kasus, di dalam kegiatan ini muncul pandangan, yang mengkritik tentang sikap tanpa kompromistis: NKRI Harga Mati. Analogi harga mati, justru diartikan negara seperti sebuah barang dagangan. NKRI diterima sebagai sesuatu yang final. Tetapi ketika dihadapkan dengan problematika-problematika yang dihadapi warganegaranya, tentang dilema keyakinan, maka yang diperlukan adalah dialog dan tidak saling memvonis, bahwa satu sisi kelompok sosial keagamaan dapat menyatakan negara sebagai kekuasaan thogut (penguasa yang zhalim) atau menyatakan bahwa orang yang menjalankan aqidahnya, lantas serta merta dinyatakan sebagai makar atau subversif dalam kaitannya tidak menjalankan apa yang dipersepsikan sebagai ketentuan-ketentuan kepemerintahan dan kenegaraan. 


Problem ideologis lain muncul bahwa negara berlandaskan syariat Islam yang mencerminkan prinsip negara Islam atau setidak-tidaknya mendekati nilai-nilai keIslaman. Sementara NKRI merupakan negara bangsa yang menyatukan berbagai etnis, kultur dan nilai yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Meskipun muncul sikap yang berlebihan bahwa tanpa syariat Islam, permasalahan bangsa dan negara tidak akan selesai dan tidak akan mendapatkan solusi, namun prototipe atau model Negara Islam di dunia, sampai pada tingkatan tertentu, di dalam sarasehan ini belum terjawab dan hampir dikatakan tidak ada.


Ada penegasan yang sangat kuat bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia, tidak pernah dilakukan dengan senjata. Berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh para penda’wah dan pensyiar di Nusantara, dilakukan sepenuhnya dengan pendekatan kultural dan langsung menyentuh apa yang memang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkannya. 
Bangsa Indonesia ini telah berinteraksi dengan berbagai orang di belahan dunia, Cina, India, Arab, Gujarat, Eropa, Belanda, Amerika. Tetapi sampai pada tingkatan tertentu, Indonesia tidak pernah menjadi India, Cina, Belanda atau pun Arab.  Bangsa Indonesia sejak dari dahulu telah mempunyai kemampuan untuk menyeleksi, menyerap dan mengendapkan. Mengambil yang bermanfaat dan melarutkan apa yang tidak perlukan.   

Tetapi yang menarik adalah adanya pandangan-pandangan bahwa NKRI telah membuat peraturan dan perundang-undangan yang sebenarnya merupakan cerminan dari prinsip-prinsip di dalam Islam. Misalnya pelarangan berjudi, minum-minuman keras, prostitusi, pencurian, penipuan dan sebagaianya. Permasalahannya bukan terletak pada instrumen peraturan dan perundang-undangannya, melainkan pada penegakannya yang dilakukan oleh perangkat dan aparat pemerintah.


Di dalam konteks ini, pembicaraan-pembicaraan tentang konsep da’wah, amar ma,ruf nahi munkar dan jihad menjadi diskusi menarik. Dalam sebagian pandangan kelompok sosial keagamaan (FPI, LUIS), implementasi Da’wah, Amar Ma,ruf Nahi Munkar dan Jihad itu mempunyai tingkat cara yang berbeda. Amar Ma’ruf nahi Munkar berbeda dengan Da’wah. Da’wah karena sifatnya umum dan mengajak, dilakukan secara lemah lembut, ma’ruf dan cara yang baik. Sedangkan amar ma’ruf nahi munkar tidak dapat dilakukan dengan cara seperti yang dikembangkan dalam da’wah, melainkan dengan aksi dan tindakan yang nyata. 


Ada analogi bahwa mencegah perbuatan munkar seperti melihat seekor tikus di sawah yang merusak tanaman. Dalam konteks ini, prinsip da’wah tidak dapat dilakukan, yakni mengajak tikus untuk menghentikan tindakannya tidak merusak tanaman karena langkah semacam ini tidak akan pernah membawa hasil secara nyata. Langkah yang harus ditempuh menyiapkan peralatan dan membasminya. Dalam konteks amar ma’ruf nahi munkar dalam hubungan mereka sebagai kelompok sosial keagamaan (Luis) dengan negara, mencuat relasi-relasi yang penting untuk diperhatikan. 

Pertama, posisi umat Islam telah ditetapkan sebagai umat yang mengemban tugas dan kewajiban untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Ini menjadi dasar dan argumen penting yang menempatkan posisi umat Islam sebagai pengemban tugas untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Pada tingkatan tertentu, hubungan antara Islam secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari amar ma’ruf nahi munkar. Hanya saja tidak ada paparan yang menjelaskan apakah kewajiban tersebut dilakukan secara personal yang sifatnya sendiri-sendiri atau dilakukan secara kolektif. 
Ini perlu menjadi catatan sebab tindakan yang mengatasnamakan amar ma’ruf nahi munkar terhadap orang lain, di dalam bingkai NKRI, dapat mempunyai implikasi yang bertalian karena dapat dinilai sebagai main hakim sendiri, melakukan tindakan sendiri dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada. Pada saat bersamaan negara, tidak dapat menghapus prinsip ini, karena dinyatakan di dalam Al.qur’an yang dinyatakan di dalam Surat Al-Imran yang artinya: Kamu adalah umat terbaik yang ditampilkan di muka bumi untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar.


Kedua, sasaran yang menjadi objek atau subjek amar ma’ruf nahi munkar. Kelompok sosial keagamaan (Luis) memandang bahwa penting artinya untuk mengidentifikasi di dalam mengemban amar ma’ruf nahi munkar ini, siapa lawan dan siapa kawan. Untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan, tolok ukur fisik, tidak menjadi kriteria. Ada dua sasaran objektif dan subjektif yang secara dikotomis sebagai sasaran di dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar, yakni Yahudi dan Musyrik. 
Hal yang kemudian agak riskan adalah menempatkan keduanya Yahudi dan Musyrik tersebut sebagai penguasa dunia yang menggambarkan bahwa Indonesia juga bagian dari kekuasaan mereka. Dengan demikian, penguasa-penguasa yang ada di Indonesia sebagai manifestasi dari kekuasaan Yahudi dan Musyrik. Dicontohkan manifestasi ini dengan menunjukkan adanya seorang Kyai (Abdurahman Wahid:red) ketika menjadi presiden menjalin hubungan dengan Israel yang notabene Yahudi dan ketika ada keinginan untuk membuka PKI dengan mencabut TAP MPRS yang notabene ateis.


Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah adanya pemahaman bahwa kekuatan dan kekuasaan global yang menguasai dunia dimanifestasikan kepada Yahudi dan Musyrik. Pada saat bersamaan, di belahan manapun ketika terjadi konflik-konflik dan kebijakan yang tidak adil bagi umat Islam termasuk persoalan teroris merupakan produk Yahudi dan orang-orang musyrik yang memusuhi Islam. Generalisasi ini mengandung unsur menyederhanakan persoalan dan dapat membuka ruang bagi kekerasan dan radikalisme.


Ketiga, amar ma’ruf nahi munkar ini mencakup amar ma’ruf nahi munkar kepada masyarakat dan kepada penguasa. Pada tingkatan perbuatan munkar, diyakini bahwa kemaksiatan dan kemungkaran itu dilakukan secara kolaboratif. Mereka mempunyai pemahaman bahwa kemaksiatan pada akar grassroot dalam berkolaboratif dengan aparat keamanan dan kepolisian membentuk jaringan mafia. Sedangkan pada tingkat penguasa, kolaboratif kemaksiatan dapat diarahkan pada pembuatan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan Islam. 
Misalnya sulitnya menggolkan peraturan anti miras di dalam pembahasan rancangan perda di DPRD atau ditingkat nasional yang membuat perundang-undangan yang melemahkan kekuatan umat Islam. Pemahaman ini membawa ketidakpercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum dan instrumen negara di dalam menegakkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini.


Keempat, secara eksplisit Luis mengharapkan negara melindungi orang-orang yang  mempunyai komitmen untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagai laskar yang mempunyai jumlah yang sangat besar, mau diajak duduk bersama dengan pemerintah atau penguasa untuk memikirkan ekses dari implmentasi amar ma’ruf nahi munkar. Inilah relasi-relasi yang krusial antara pemahaman, penerapan, penegakan dan eksistensi negara. Persoalan-persoalan semacam ini perlu dibicarakan secara terbuka dari berbagai perspektif.


Di dalam sarasehan ini pula terungkap strategi-strategi baru yang menjadi kebijakan dan pola dasar amar ma’ruf nahi munkar yang diterapkan oleh FPI (Front Pembela Islam) yang ada kaitannya dengan keberadaan pemerintah/negara. Seperti yang dipaparkan sendiri oleh Ketua FPI Surakarta bahwa pola dan strategi baru ini akan dikembangkan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Selain hal ini menggembirakan karena akan meninggalkan pola-pola radikalisme dan anarkisme, pola dan strategi ini membutuhkan kesiapan pemerintah/negara di dalam mengantisipasi kegiatan mereka.


Di dalam melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar, FPI mengembangkan pola investigasi mendalam yang melakukan kajian lapangan, kajian hukum dan aksi. Dalam usahanya ingin menutup tempat perdagangan perempuan di Solo misalnya, mereka melakukan pengawasan terlebih dahulu, kajian hukum dengan meneliti peraturan-peraturan yang ada dan kemudian baru melakukan tindakan atau aksinya sehingga tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dan kenegaraan. Membuat daftar nama siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan maksiat yang mereka awasi tersebut.

4.2 Akar-Akar Persoalan Fundamentalisme dan (de) Radikalisasi Islam 

Sumber dan akar persoalan kekerasan dan anarkisme dalam gerakan sosial keagamaan di Surakarta berasal dari pemahaman dan tertutupnya interaksi mereka yang hanya sebatas di kalangan mereka sendiri. Pertama, pemahaman terhadap kedudukan Al qur’an dan Al Hadist yang di atas segala-galanya yang menempatkan akidah sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar. 
Pemahaman ini harus dijernihkan ketika berada dalam bingkai negara. Al qur’an dan Al Hadist sudah pasti mempunyai kedudukan yang mulia dan tertinggi di kalangan pengikutnya, tetapi tidak dalam penghormatan di luar itu. Negara pun semestinya menempatkan Al qur’an dan Al Hadist secara mulia dan terhormat sebagaimana para pemeluknya memuliakannya dengan menjamin prinsip-prinsip dasar yang ada di dalamnya sekaligus memberi jaminan kepada kepentingan yang lain. 

Di sini diperlukan ruang terbuka, forum dialog, yang satu sama lain tidak menihilkan atau menafikan. Sampai pada titik tertentu, ini merupakan tantangan yang harus dijawab bahwa prinsip keberadaan negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Al qur’an dan Al Hadist  dan akidah serta berusaha agar mereka menerima keberadaan negara  sebagai sesuatu yang final dan tidak perlu dicurigai apalagi dimusuhi. 

Bahkan dalam konteks kegiatan sarasehan ini yang bertajuk: Penyegaran Pemahaman Sosial Keagamaan Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin pun sekalipun tampak diterima sebagai sesuatu yang baik, namun terdapat catatan yang diberikan oleh perwakilan dari Pondok Al Mukmin Ngruki yang menjelaskan bahwa penyegaran keagamaan ini harus mempunyai dasar yang jelas. Ia mengkuatirkan bahwa kegiatan penyegaran pemahaman sosial keagamaan ini hanya kedok karena disusupi dengan pemikiran dan pemahaman yang membuat orang ragu-ragu. Rahmatan lil alamin tidak diartikan sebagai toleransi atau bekerja sama dalam melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan. 

Kedua, pemahaman pemberlakukan syariat Islam sebagai solusi dan pemecahan terhadap permasalahan bangsa dan negara versus Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologis dan konstitusional bangsa. Syariat Islam dapat dipandang sebagai penegakan hukum-hukum Islam sebagai manifestasi amar ma’ruf nahi munkar, sementara negara pun memproduksi hukum-hukum dan peraturan yang dipakai untuk menjamin tertib sosial masyarakat. Pemahaman ini perlu didialogkan dan mendapatkan kejernihan dalam hubungan antara syariat Islam dan hukum positif negara. Setidaknya, hubungan ini mendekatkan bahwa hukum positif negara sebagai hukum yang bersifat terbuka sepanjang diperlukan untuk pembenahan dan penegakan tertib sosial di masyarakat.

Ketiga, melihat Negara dan pemerintah sebagai manifestasi kekuasaan yang zalim yang dikuasai oleh Yahudi dan Musyrik. Yahudi dan Musyrik merupakan dua tipologi manusia yang dirumuskan di dalam Al qur’an sebagai musuh Islam yang paling berbahaya. Dengan demikian, cara pandang kelompok sosial keagamaan (FPI dan Luis) memandang negara sebagai perpanjangan kedua kelompok itu, yakni Yahudi dan Musyrik. Pandangan mereka melihat amar ma’ruf nahi munkar sebagai perlawanan mereka terhadap Yahudi dan Musyrik dengan menempatkan negara sebagai sosok yang dicurigai, dibenci dan dimusuhi.

Keempat, mereka memandang bahwa mereka secara permanen merupakan sebagai umat terbaik yang dihadirkan di muka bumi untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Ini merupakan legitimasi yang sangat kuat. Inisiatif untuk melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar bersumber dari pandangan dan pemahaman ini. Akibatnya hubungan antara inisiatif pribadi atau kelompok untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar  seringkali melupakan dan mengabaikan eksistensi negara. Terlebih mereka berpandangan adanya kenyataan bahwa kebanyakan bentuk-bentuk kemaksiatan yang dapat bertahan di masyarakat karena didukung oleh oknum aparat keamanan.

 Faktor-faktor di atas dapat dipandang sebagai sumber-sumber yang menjadi akar fundamentalisme dan radikalisme sekaligus pintu yang dapat dipakai untuk menderadikalisasi mereka, yakni menselaraskan antara prinsip-prinsip akidah dengan prinsip-prinsip dalam negara. Bila NKRI dikatakan harga mati. Sebenarnya di dalam pemahaman kelompok-kelompok sosial keagamaan yang selama ini dipandang radikal pun mengenail prinsip: Akidah harga mati. Sekali lagi bila prinsip-prinsip ini saling menihilkan dan tidak ada ruang yang dapat menjembatani pemahaman dalam beragama dan bernegara,  hubungan antara negara dengan kelompok sosial keagamaan ini justru akan semakin panjang.
Dengan melihat akar persoalan ini, bentuk-bentuk anarkisme dan radikalisme, pada sisi lain dapat saja dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap hukum negara sekaligus bentuk pembangkangan terhadap hukum negara. Meskipun berbagai tipe dan bentuk penyelewengan kriminal dan korupsi pun dapat pula dimanifestasikan ke dalam bentuk pengingkaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, dalam suatu kesempatan simposium yang pernah dilakukan di AS misalnya, yang sangat menarik mengambil tema : Apakah hukum telah mati. Simposium ini dipakai untuk menganalisis berbagai bentuk pembangkangan masyarakat terhadap negara. Hubungan-hubungan semacam ini memang rumit belum bila hal ini dikaitkan dengan moral masyarakat dengan hukum negara.
Sejarah panjang di dalam kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah menorehkan hubungan antara Islam dan negara yang panjang dan berliku. Pengawasan dan kedekatan dengan negara telah lama diabaikan sehingga banyak pergerakan-pergerakan umat Islam yang mencari sendiri-sendiri, yakni ada yang ke Moro, Afghanistan, Pakistan, Palestine, Mesir, Mekkah dan lainnya yang menentukan corak keislaman seseorang. Pengalaman dan pemahaman mereka yang sempit dan terbatas, ditambah dengan pengalaman dalam situasi konflik di daerah di mana mereka pergi ke negara-negara tersebut, berimplikasi pada perilaku dan pemikiran mereka ketika ke tanah air. Pengalaman, pengetahuan dan pola interaksi yang keras sedikit banyak dapat membentuk karakter pemahaman Islam. Ajaran-ajaran yang berisikan perang, jihad, mati syahid diterapkan dalam konteks permusuhan yang sengit yang termanifestasikan pada konsep-konsep musuh-musuh Islam yang sering diarahkan kepada bangsanya sendiri karena dinilai dari perpanjangan tangan Yahudi dan AS. 

Sementara pembinaan terhadap mereka dan keterlibatan mereka dalam negara masih belum secara proporsional dilakukan.Ketika negara begitu kuat, membatasi ruang lingkup dan ekspresi mereka di dalam menjalankan keyakinan beragama, mereka pada gilirannya akan mencari dan menemukan jalan-jalannya sendiri yang sering mengagetkan karena muncul secara eksplosif.

4.3 Bagan dan Alur Pemahaman Fundamentalisme: Relasi dengan Negara 


















Uraian ini sifatnya menambahkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam melihat relasi-relasi yang ada antara gerakan sosial keagamaan yang fundamental dan radikal dengan Negara. Bentuk-bentuk kecurigaan dan saling meniadakan satu sama lain, antara Negara dengan Kelompok Sosial Keagamaan, harus dipecahkan dengan mengintesifkan dialog dan interaksi antara negara yang direpresentasikan Pemerintah, Hukum dan Tertib Sosial dengan kelompok sosial keagamaan yang dipandang sebagai kelompok radikal dan fundamental direpresentasikan misalnya FPI dan Luis melalui pemahaman tentang Da’wah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Jihad. 


Betapa pun musykilnya misalnya, forum dialog dan interaksi ini dilakukan, tetap diperlukan agar masing-masing tidak dalam kondisi menafikan. Kelompok sosial keagamaan yang dinilai fundamentalisme dan radikal ini pun sebenarnya bukan merupakan arus dan pemikiran utama di dalam ranah kehidupan keagamaan keislaman di Indonesia. Negara pada level tertentu dapat bersikap sangat keras kepada kelompok sosial keagamaan ini. Namun langkah-langkah ini justru menjadikan mereka lebih mendapat pengabsahan dan membawa militansi yang tambah tidak terarah ketika mereka merasakan negara telah bersikap sangat keras sekalipun hal ini dianggap perlu. Militansi yang bersifat laten justru lebih berbahaya secara keseluruhan. 


Forum dialog dan interaksi yang intensif antara kelompok sosial keagamaan dan negara diharapkan membawa pemahaman bersama di dalam mengisi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menekankan bahwa prinsip-prinsip beragama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Pada gilirannya, pemahaman bersama yang demikian akan membawa pada perubahan tingkat kehidupan bagi kelompok-kelompok sosial keagamaan itu sendiri, yakni mencapai kesejahteraan dan keadilan. 


Namun sebaliknya, bila relasi kelompok-kelompok sosial keagamaan dan negara ini menjadi buntu dan berkembang rasa permusuhan yang saling meniadakan, hasilnya hanyalah akan memperpanjang tragedi kemanusiaan yang menciptakan suasana kehidupan keagamaan di Indonesia secara keseluruhan sebagai kefrustasian. 

4.4 Amar Ma’ruf dan Karakteristik Aksi

Sedemikian intensif dan dalamnya pemikiran-pemikiran dan pembicaraan-pembicaraan di dalam sarasehan ini, yang mencuat dalam pemahaman yang berasal dari kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dinilai radikal, justru pada persoalan nahi munkar. Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam persoalan ini adalah persoalan amar ma’ruf, yakni mengajak kepada kebaikan yang dalam konteks secara umum adalah dakwah. Sementara itu, pengejawantahan dari Nahi Munkar itu sendiri, terfokus pada aksi-aksi yang melakukan pelarangan dan pembubaran praktek-praktek kemaksiatan yang berkembang di masyarakat. 

Masih jauh aksi-aksi tersebut ditujukan pada tindakan-tindakan yang sifatnya pendampingan, dan pemberdayaan serta memahami akar permasalahan dari kemaksiatan. Oleh karena itu, tema-tema kegiatan mereka, jauh dari menyentuh misalnya bagaimana mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan masyarakat, perbaikan kesehatan, upaya menciptakan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Tema-tema kegiatan mereka cenderung mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang cenderung melanggar ketetnuan-ketentuan di dalam syariat Islam. Misalnya perjudian, pelacuran, minum-minuman keras, atau pembelaan terhadap hal-hal yang sifatnya ideologis.

Memang tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada mereka, bila karakteristik aksi-aksi mereka, langsung mengarah pada aksi-aksi langsung dan berbenturan dengan elemen-elemen sosial yang lain. Aksi-aksi ini jelas hanya menonjolkan kehadiran fisik mereka yang bersifat massif yang keterlibatan banyak orang kurang memerlukan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Apalagi persoalan kesinambungan pemberdayaan yang memerlukan biaya ekonomi yang besar untuk dapat melakukannya.

Pengalihan paradigmatik pemahaman ini dapat dilakukan setidak-tidaknya mensyaratkan bagi kelompok-kelompok sosial keagamaan ini adalah dengan pendidikan yang memadai. Kedua, memberi ruang bagi mereka bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan umat. Ketiga, menekankan pada pemahaman bahwa Islam sebagai agama wahyu, agama ilmu, agama manusia dan agama kemajuan. Keempat, memberi kesempatan ekonomi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat. 

Akibatnya, dengan pengalihan dan perubahan paradigmatik pemahaman mereka, dengan sendirinya, ruang lingkup  yang ekslusif dan tertutup, menjadi lebih terurai dan mudah diidentifikasi. Kesediaan kelompok-kelompok sosial keagamaan ini untuk duduk bersama dengan pemerintah membahas dan mengkaji kebijakan-kebijakan tertentu,  telah mereka nyatakan secara terbuka. 

Dengan demikian, pada saatnya dan gilirannya, pemerintah sendiri seharusnya menyatakan pemahamannya terhadap keberadaan kelompok-kelompok sosial keagamaan ini. Pemahaman negara secara utuh terhadap keberadaan kelompok-kelompok sosial keagamaan ini bisa sangat berbeda dengan seorang aparat atau pejabat pemerintah yang secara personal belum atau tidak pernah berinteraksi dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dipandang radikal atau fundamentalisme ini.
4.5 Tranformasi Gerakan
Dengan mencuatnya pernyataan dari FPI bahwa pola-pola massif penegakaan konsep amar ma’ruf nahi munkar dengan pola investigasi serta berdasarkan kajian hukum dan aturan yang dimiliki negara, memperlihatkan adanya perubahan dan transformasi gerakan. Ini merupakan penetrasi langsung kepada produk-produk hukum negara agar hukum-hukum negara dipakai sebagai sumber legitimasi mereka secara bersamaan dengan sumber-sumber legitimasi di dalam Al qur’an dan Hadist misalnya.

Bila bingkai ini diperluas dan dibuka lebar-lebar, transformasi ini tidak hanya untuk melakukan penegakan amar ma’ruf nahi munkar tersebut. Hubungan satu gerakan dengan gerakan yang lain, pengembangan pola jaringan, pengembangan kegiatan, pengembangan jama’ah termasuk perintisan penggunaan media massa, secara perlahan, menguat di sana sini. Secara struktural meskipun ini belum sepenuhnya teruji, hubungan ini dapat dilihat dari sentral-sentral kajian yang ada. Namun sentral-sentral kajian itu, juga bersumber pada pusat-pusat pendidikan yang berbasis pesantren. 

Sentral-sentral kajian umum memunculkan figur-figur sentral yang mewarnai interpretasi dan pemahaman terhadap kelompok-kelompok kajian yang ada. Pada saat bersamaan, dalam iklim negara yang bersifat demokratis, pembentukan-pembentukan organisasi sosial merupakan cara yang dapat melegalkan keberadaan mereka. Ini lebih baik bila keberadaan mereka justru tidak termanifestasikan secara jelas. Berikut analisis terhadap pola tranformasi gerakan sosial keagamaan yang ada di Surakarta.









Dengan transformasi gerakan semacam itu, perluasan ini sangat mungkin ke arah hukum, advokasi, laskar (semi militer), pendidikan, lembaga-lembaga sosial, dan seterusnya. Perluasan semacam ini, tidak bisa sepenuhnya dicegah sepanjang, perluasan-perluasan semacam ini tetap mengacu pada kaidah negara. Hanya saja, penguatan dan perluasan yang terjadi, semestinya juga diikuti penguatan kelembagaan negara. Bagaimana pun negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasan politik. Negara adalah agency dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dati kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu, golongan, asosiasi maupun oleh negara itu sendiri. Sekali perlu dilihat hubungan bahwa menjadi seorang yang baik dan warga negara yang baik ditentukan oleh negara yang baik. Bila negara merupakan manifestasi dari kekuasaan yang korup dan rusak, sangat mungkin warga negara, melakukan pembangkangan terhadap tertib hukumnya sendiri.

Kondisi ini tersebut dapat dimatangkan oleh berbagai relasi di dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih kompleks. Faktor-faktor personal dalam orientasinya mendapatkan kekuasaan dan faktor-faktor situasional pada umumnya menciptakan sebuah kondisi yang memperumit hubungan-hubungan yang terjadi. Berikut faktor-faktor tersebut yang dapat diskemakan sebagaimana tampak:

Personal Factors



    Situational

(Power Orientations)



    Factors


Sumber: (Deutch, 2000:113)
4.6 Tindak Lanjut: Deradikalisasi Gerakan Keagamaan di Indonesia

Langkah-langkah yang direkomendasikan di dalam paparan ini, semua berangkat dari pembicaraan-pembicaraan di dalam sarasehan bersama diantara kelompok-kelompok sosial keagamaan yang ada di Surakarta. Sebagian ditangkap dari apa yang mereka nyatakan secara jelas, sedangkan sebagian yang lain diperoleh berdasarkan pengamatan dan menganalis dari pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. 

Dengan demikian, rumusan-rumusan yang diberikan di dalam paparan bab ini secara khusus memberi perhatian hubungan antara kelompok sosial keagamaan dengan negara. Hemat kami, rumusan-rumusan sebagai rekomendasi baik yang diuraikan secara deskriptif atau disajikan dalam bagan di atas, bila dipahami sebagai cara di dalam melakukan upaya-upaya deradikalisasi gerakan sosial keagamaan di Indonesia secara menyeluruh. 

Sangat disadari bahwa hubungan-hubungan yang terjadi antara kelompok-kelompok sosial keagamaan di Indonesia dari waktu ke waktu mengalamati perubahan visi dan paradigmatik. Mungkin dapat dikatakan di sini hubungan-hubungan ini pernah dirumuskan bagi gerakan-gerakan sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PII, PSII, PUI dan sebagainya ketika kelompok-kelompok tersebut pun pernah mengalami dinamika hubungan dengan negara. Sejarah panjang itu membuktikan bahwa hubungan-hubungan semacam itu pernah dilalui dengan selamat baik kepentingan negara itu sendiri atau pun bagi kelompok-kelompok sosial keagamaan yang lain. Pelajaran-pelajaran berharga pada masa lalu itu perlu kiranya dikaji kembali terutama bagaimana mengelola hubungan keagamaan dengan negara yang keduanya cenderung mempunyai watak dan karakter absolut. 
Dalam perjalanan waktu dalam konteks hubungan negara dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan itu, mungkin telah dikatakan final. Namun seiring tumbuhnya gerakan-gerakan sosial keagamaan baru, seperti kemunculan Ikhwanul Muslimin, Hizbut tahrir Indonesia, JAT (Jamaah Anhorut tauhid), MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta) dan sebagainya, negara memerlukan definisi baru di dalam merumuskan hubungan-hubungan yang lebih segar dan kreatif dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan tersebut.

Semoga usaha ini memberi hasil yang sebaik-baiknya bagi kemanfaatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hubungannya antara kelompok-kelompok sosial keagamaan dengan negara.
BAB IV

RELASI KELOMPOK SOSIAL KEAGAMAAN
 DENGAN  MEDIA MASSA 
4.1 Landasan Analisis

Posisi media dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas kelompok keagamaan adalah sebagai jembatan penghubung. Kelompok-kelompok kepentingan dalam  sistem politik adalah masuk dalam infrastruktur politik yang sebenarnya memiliki fungsi untuk menyampaikan artikulasi kepentingan. Media massa merupakan salah satu media komunikasi yang akan menjadi jembatan penghubung antar struktur dalam sistem politik atau antara suprastruktur dan infrastruktur. Namun sebagai jembatan penghubung media akan menjadi pencerita atau story teller. Media memiliki kekuatan yang efektif dalam konteks politik, maupun sosial, karena setidaknya bersumber pada tiga hal yaitu struktural, psikologis dan normatif. 

Akar struktural kekuatan media bersumber pada kemampuan untuk mengumpulkan khalayak komunikan. Akar psikologis ini berkaitan dengan kemampuan media untuk menyajikan informasi yang rutin dan dianggap sah. Sifat normatif dari media merupakan kombinasi dari antara akar struktural dan akar psikologis, sehingga memungkinkan media menempati kedudukan di tengah-tengah antara aktor-aktor yang terlibat dalam ranah politik, sosial, keagamaan dan khalayak.

Menurut Arno, dua hal penting yang terikut oleh media berita dalam keterlibatannya pada sebuah konflik bahwa media berita akan bertindak sebagai pencerita (storyteller) dan dalam aksinya itu, media berita akan memformulasikan perannya baik sebagai pemertajam konflik (intensifier), pereda konflik (diminisher), ataupun sebagai pihak ketiga yang netral (third party) (Andrew Arno and Wimal Dissanayake, 1983:3-14) 

Tatkala media diharuskan menceritakan konflik yang muncul di dalamnya maka akan terjadi tarik menarik antara peristiwa (event) dan berita (news) serta antara keduanya dan media itu sendiri. Logika sederhana dari hal-hal itu dapat dipahami sebagai berikut.  Dengan terjadinya suatu peristiwa (dalam bentuk konflik), insan-insan media massa akan “menguji” peristiwa itu berdasar kaidah-kaidah jurnalistik. Bila dari standar jurnalisme profesional peristiwa itu dianggap memenuhi kriteria-kriteria tertentu, semisal kelayakan berita dan kelayakan muat, peristiwa yang terjadi itu akan dimunculkan sebagai sebuah berita. 

Suatu peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi pada gilirannya akan memacu media berita itu untuk menggali peristiwa itu dengan lebih mendalam dan lengkap. Bukan tidak mungkin apabila kemudian muncul kompetisi antar organisasi media dalam menyajikan peristiwa tersebut berikut perkembangan-perkembangannya yang terjadi.

Terlepas dari kadar keterlibatan media berita dalam sejumlah konflik di Indonesia tersebut, aksi mereka sebagai pencerita dapat mudah diamati. Pada beberapa media tertentu, keterlibatan mereka berkemungkinan untuk memantapkan aspirasi idiil yang telah mereka susun pada awal berdirinya. Namun di sisi lain, ada pula aksi media berita sebagai pencerita yang “bertentangan” atau “mengingkari”, atau paling tidak, tak sesuai dengan aspirasi mereka itu. Hal terakhir ini pun dapatlah dipahami karena, meskipun aspirasi idiil ditentukan oelh “the founding fathers of the media organization”, aspirasi ini bisa saja berubah dan diubah sejalan dengan munculnya reporter, editor dan jurnalisme baru. 
4.2 Persoalan Relasi Media dan Kelompok Sosial Keagamaan


Persoalan bagaimana media ikut memainkan peran dalam setiap aktivitas kelompok-kelompok keagamaan di Solo baik yang beraliran keras, moderat juga terungkap dalam Focus Group Disccusion (FGD). Media massa lebih cenderung tertarik untuk mempublikasikan atau memberitakan kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok keagamaan (Islam) yang sifatnya mengarah aksi kekerasan (violence). Aksi kekerasan (violence) ini sebenarnya merupakan pencerminan atas ketidakpuasan kelompok Islam, seperti Front Pembebasan Islam (FPI) ketika ingin menegakkan nahi munkar yang berupa kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan syariat Islam, seperti judi, pelacuran, miras, dll. “…media hanya melihat kita melakukan aksi untuk menutup tempat-tempat yang melanggar syariat Islam, namun tidak berusaha mencari tahu latar belakang mengapa kami melakukan itu…” ujar wakil FPI.

Violence yang dilakukan kelompok FPI merupakan klimaks dari sebuah proses untuk mencegah hal-hal yang dilarang agama tadi. Pihak FPI sebagaimana diungkapkan dalam FGD sebenarnya sudah melakukan sebuah investigasi dari kegiatan yang melanggar syariat Islam tadi. Hasil tadi dibuat sebuah laporan kepada aparat dengan harapan dilakukan sebuah tindakan. Namun hingga laporan ke-3 tidak ada respon sehingga kelompok ini melakukan violence seperti penutupan dan lainnya. Apa yang dilakukannya menurutnya bukan sebagai bentuk kekerasan melainkan bentuk dari sikap tegas terhadap kemungkaran yang sebenarnya juga dilarang oleh aturan negara.
Puncak dari upaya mencegah perbuatan yang dilarang syariat Islam berupa aksi kekerasan inilah yang tercover oleh media. Secara otomatis bila khalayak (masyarakat) hanya terterpa informasi tentang kekerasan-kekerasan yang dikalangan kelompok Islam beraliran keras akan menimbulkan image negative dan menimbulkan antipati di sebagian besar masyarakat. 

Repotnya lagi FPI juga sering dirugikan dengan penayangan kembali oleh media (khususnya media elektronik), padahal isi berita dan gambar tidak ada relevansinya. Misalnya, kerusuhan Pilkada di satu wilayah maka yang ditayangkan adalah dokumentasi gambar kekerasan FPI 5 tahun silam. 

Di sisi lain ketika FPI diam tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka awak media justru menghubungi FPI agar melakukan “aksi” menindak kelompok masyarakat yang menyebarkan kemaksiatan.Inilah yang dinilai FPI sikap media yang tidak adil terhadap kelompoknya.
“… setiap menjelang bulan ramadhan wartawan malah menanyakan kepada saya mengapa tidak melakukan operasi untuk menutup atau membubarkan tempat-tempat yang dianggap bisa merusak kesucian bulan  ramadhan. Ini khan aneh media kok inginnya hanya memberitakan berita-berita yang jelek saja tentang FPI, nah…kalau televise yang meliput akan diulang terus menerus…” tutur pembicara dari FPI.

Sikap yang tidak adil dengan menayangkan hal-hal negatif satu kelompok juga dirasakan oleh wakil Ass Salam agar kegiatan-kegiatan pondok diberitakan media, namun tidak pernah ada realisasinya. Namun justru ketika pondok ini “terserempet” masalah karena alumninya dikait-kaitkan dengan NII, media berbondong-bondong ingin mengeksposenya. 
“… kami sebenarnya sudah sering mengajak media agar meliput aktivitas kami dibidang pendidikan di pondok, aktivitas pondok dan lainnya. Namun mereka tidak pernah meliputnya, justru yang diliput adalah berita-berita yang kurang baik dan belum jelas kebenarannya. Sewaktu salah satu santri kami diberitakan terlibat dalam kasus NII mereka berbondong-bondong datang ke Assalam namun kita tidak bersedia. Sikap seperti ini jelas merugikan kami…” jelas utusan dari Assalam.

Sebenarnya aksi media yang “hanya” menyorot fakta-fakta tentang kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok Islam tidak lepas dari kerja media. Ada semacam aksioma-aksioma di dalam praktek jurnalistik ini. Misalnya Bad News is Good News.  Kalaiu ada Anjing mengigit manusia bukan berita, tetapi kalau manusia menggigit anjing baru namanya berita .Secara skematik dapat dilihat alur kerja media sebagaimana  tampak dalam bagan ini:


[image: image9]
Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Media sebagai satu instutusi sosial mempunyai fungsi sebagai jembatan penghubung antar struktur dalam sistem politik. Ujung tombak media yaitu wartawan akan mencari informasi termasuk aktivitas komunikasi politik. Informasi ini kemudian diolah di redaksi. Dalam proses pengolahan informasi ini akan memperhatikan aspek nilai berita dan layak berita. Proses pengolahan ini akan muncul berbagai macam kepentingan yang ada yaitu kepentingan idiil maupun kepentingan komersial. 

Fakta kekerasan adalah sebuah fakta yang dianggap memiliki nilai berita tinggi sehingga fakta kekerasan selalu mendapatkan porsi di dalam pemberitaan media Di sisi lain, setidaknya ada empat alasan mengapa media "ikut memanfaatkan" peristiwa kekerasan. Satu, kejahatan selalu merupakan good news bila perhatian utama hanya menjual koran atau program televisi. Schmid dan Graaf juga memberi perhatian serius pada pengaruh penerimaan iklan yang mendasarkan diri atas mekanisme rating untuk media elektronik.

Dua, media membawa banyak berita dengan kandungan kekerasan karena merasa publik memintanya agar menjadi tahu persis tentang aspek-aspek kehidupan yang mengancam mereka. Namun amat perlu dicatat, kian banyak orang tahu, mereka bisa makin takut ke jalan, akibatnya kontrol masyarakat menjadi berkurang, dan kejahatan dapat bertambah tinggi, lalu media makin sibuk dengan berita kriminal.

 Tiga, kehidupan khalayak yang "membosankan" karena disiksa rutinitas tidur, berangkat, dan bekerja, membutuhkan berita-berita kekerasan dan seks sebagai thrill (gairah, getaran). Jadi bisa dimaklumi mengapa kedua jenis berita ini bertaburan setiap hari di televisi. Empat, kadangkala ada sekelompok orang yang menyatakan simpati pada tujuan (baca: misi) para pelaku kekerasan dan media mengeksposnya karena menganggapnya unik atau demi covering both sides. 

Semua pembicara dari kelompok ini terutama yang beraliran radikal  sepakat bahwa media, khususnya media elektronik sering bersikap tidak adil terhadap mereka. Kemunculan mereka di media sebagian besar adalah hal-hal yang bersifat negatif. Namun aspek positif tidak pernah dimunculkan. 
 
Secara ideal, suatu media harus beraksi secara netral dalam segala konflik yang ada di masyarakat. Dengan alasan untuk menghindari pemberitaan yang bias, media tersebut tidak boleh melakukan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang pada gilirannya merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam batas-batas tertentu, untuk menghasilkan hard news suatu media hanya dibenarkan menjadi pelapor sebuah peristiwa. Peran seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai pencerita yang netral. Artinya, tanpa mengingkari suatu fakta, media berita harus menyampaikan peristiwa tersebut kepada pembaca-pembacanya seperti apa adanya (Nunung, 1993: 26-28)

Bila sebuah peristiwa kemudian digali lebih jauh dan mendalam sehingga melahirkan reportase investigatif aksi peran sebagai pencerita yang netral semestinya tetap harus dijalankan. Media yang bersangkutan harus menampilkan berita-berita yang independen dan tidak bias. Acuan pada sumber berita utama tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menampilkan berita-berita yang tendensius.

Batas-batas mana sebuah media bisa dikatakan sebagai pencerita yang netral? Artinya, hal-hal yang diceritakannya tidak keluar sebagai produk dari sebuah tekanan atau restriksi-restriksi tertentu. Pelarangan terhadap pemberitaan pemberitaan suatu peristiwa secara keseluruhan, atau pelarangan untuk tidak memberitakan bagian-bagian tertentu dari suatu peristiwa, pada dasarnya telah memaksa suatu media untuk tidak beraksi sebagai pencerita konflik yang netral. Di lain pihak, media berita juga harus tidak memiliki pretensi-pretensi tertentu dalam pemberitaanya terhadap konflik yang terjadi. Bisa saja terjadi, media tersebut tidak berada dalam tekanan atau restriksi suatu kekuatan, namun atas dasar-dasar dan alasan-alasan tertentu, ia memiliki kepentingan (mungkin terpengaruh oleh aspirasi idiil yang dipunyainya). Sepanjang media tersebut masih membawakan suatu aspirasi yang diantaranya terkandung di dalam konflik, aksi sebagai pencerita yang netral akan sulit ditentukan.

Selain lepas dari suatu kekuatan dan tekanan atau tendensi-tendensi tertentu, untuk dapat menjadi pencerita konflik yang netral media berita harus mampu menerapkan sejumlah tahap dalam proses pembuatan berita sesuai dengan kaidah jurnalisme profesional, insan-insan media harus paham secara tepat cara-cara menghasilkan suatu berita yang berimbang (tidak memihak dan akurat, memanfaatkan sumber-sumber berita acara secara benar, serta melakukan koverasi dua sisi. Pemakaian sumber berita yang langsung terlibat dalam konflik kiranya lebih mampu menjamin keakuratan daripada memanfaatkan kutipan-kutipan sumber berita yang lain.

Garis ukuran untuk melihat aksi pencerita konflik yang netral akhirnya dapat ditempuh dari sisi pembaca. Patut diingat, sebuah berita pada dasarnya dikonsumsikan untuk para pembaca. Dengan demikian “hakim” terakhir untuk menentukan formulasi peran media berita dalam sebuah konflik diukur pula dari mereka. Hanya saja harus diingat pula bahwa pembaca memiliki “frame of reference” dan “field of experience” yang berbeda, yang memungkinkan timbulnya interprestasi yang bermacam-macam. Netralitas pembaca dan netralitas media berita dalam konflik tersebut dengan sendirinya perlu pula diperhatikan secara khusus.

Suatu organisasi media yang tidak berafiliasi pada sebuah partai potik, sebagai contoh, pada dasarnya akan mampu menjadi pencerita yang netral. Dalam suatu kampanye pemilihan umum, satu contoh konkrit, berita produk dari organisasi media yang memiliki keterkaitan dengan partai-partai politik akan berbeda dengan hasil yang dicapai oleh mereka yang bebas dari partai-partai itu. Koverasi berita dari non-afiliated media mungkin lebih dapat dikategorikan sebagai independen daan netral. Sementara itu, media dikategorikan sebagai independen dan netral. Sementara itu, media yang berafliasi pada suatu partai politik lebih mungkin, meski secara tak sadar, untuk memiliki penceritaan yang tidak netral. Media yang terakhir ini akan lebih banyak “mengurusi” suara-suara partai yang diikutinya, sedang suara partai lain hanya ditampilkan sebagai sampiran (.The Sydney Morning Herald dan The Australian dalam kampanye pemilihan umum tingkat federal di Australia, Februari-Maret 1993) 

Menjalankan aksi sebagai pencerita yang netral (the third party) mudah dijalankan. Beberapa media secara jelas juga memancangkan motonya sebagai harian yang independen atau malah menamakan dirinya sebagai The Independent. Setidaknya, mereka akan memajang slogan atau jorgan-jorgan ideal yang disukai masyarakat; semisal independen, bebas, keadilan dan pemerataan. Namun tak jarang, motto dan penamaan “nilai suci” hanya terbatas pada hal itu saja. Selain, secara kejiwaan, insan-insan media tak terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu, organisasi medianya sendiri juga terikat secara tak resmi dalam kutub-kutub kekuatan yang diijinkan.

Sementara itu, Gonzales-Manet menggambarkan tiga bentuk ketimpangan dari polarisasi antara negara berkembang dan negara sedang berkembang. Pertama, pertumbuhan yang timpang antara kekuatan komunikasi transnasional dan sistem informasi nasional yang belum ada. Kedua, isolasi komunikasi yang tercipta di sejumlah negara oleh adanya hegemoni informasi asing dan agen-agen komunikasi. Ketiga, menurunnya opini publik domestik dalam suatu lingkungan informasi yang terkait dengan pengaruh asing. Manet melanjutkan, apabila informasi diterima sebagai suatu kekuatan, hal itu haruslah imbang dan dapat dinikmati bersama demi terciptanya perdamaian, kemajuan, perbaikan kualitas hidup dan perbaikan akses pada pendidikan dan kebudayaan.

Media sebagai pencerita yang pemertajam konflik (intensifier) dengan sendirinya media mengambil sebuah posisi pada salah satu pihak yang berkonflik. Atau paling tidak, media berita hadir sebagai pencerita konflik dengan disertai motivasi atau tedensi tertentu. Namun formulasi peran, baik sebagai pemertajam maupun pereda konflik tidak bisa divonis sebagai formulasi yang buruk, begitu saja. 

Di sini media massa mempertajam konflik yang muncul dengan tujuan untuk terwujudnya satu perubahan.  Formulasi peran seperti inilah yang disebut dengan pemertajam konflik. Pada bagian awal, media berita berupaya tampil sekadar sebagai pencerita konflik yang mungkin netral dan mungkin pula tidak netral, karena penguasa pada saat itu berharap konflik segera mereda. Pada bagian selanjutnya, sejalan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, media berita (nasional maupun internasional) berharap munculnya tata politik baru di Philipina di bawah bendera demokrasi. Asumsi yang ada, tentunya adalah bahwa untuk masa sekarang demokrasi merupakan pilihan yang terbaik.

Atau dengan kata lain, aksi media sebagai pencerita dalam posisi pemertajam konflik dapat diterima sebagai suatu hal yang baik bila hal itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia, mencegah penindasan manusia atas manusia yang lain dan demi kemajuan. Penceritaan konflik yang menunjukkan formulasi peran media berita nasional sebagai pemertajam konflik, barangkali lebih mudah ditemukan dalam suatu negara yang tidak menganut kontrol pemerintah yang ketat. Secara positif, dalam aksi dan harapan yang positif pula, media berita dapat bertindak sebagai instrumen kontrol sosial. Hal demikian teramat berarti, pertama, demi terciptanya suatu sistem masyarakat dan negara yang bersih daan kedua, memberi peluang bagi masyarakat untuk bereaksi terhadap kemapanan yang tidak benar.

Di satu sisi, tiadanya campur tangan Pemerintah membawa kebaikan bagi media. Mereka bisa berekspresi secara penuh tanpa adanya intervensi dari Pemerintah. Namun di sisi lain hal ini juga membawa akibat yang buruk. Pertama, kompetisi antar media kemudian akan lebih ditentukan oleh kekuatan pasarnya (Pemerintah sama sekali tak punya kekuatan untuk mengatur mekanisme pasar). Dari sekadar contoh di atas terlihat bahwa formulasi peran sebagai pemertajam konflik kadang-kadang menimbulkan kesan yang buruk pula bagi suatu media berita. 

Namun jika suatu media menjalankan peran kontrol sosial secara benar, formulasi sebagai pemertajam konflik dapatlah diterima. Hal yang ideal tentunya adalah bertindak sebagai Pemertajam konflik secara positif pada tahap pertama, kemudian beralih formulasi peran sebagai pencerita yang netral bila obsesi pada nilai-nilai manusia yang ideal telah tercapai. 

Berkebalikan dengan aksi sebagai pemertajam konflik, media berita dapat pula memformulasikan perannya sebagai pencerita yang cenderung meredakan suatu konflik. Wujud peran seperti ini lebih mudah kita temui pada sejumlah media di negara-negara sedanga berkembang atau negara-negara terbelakang. Berjalan paralel dengan keluhan pemimpin-pemimpin negara Dunia III, media berita di negara-negara tersebut harus memasukkan pertimbangan stabilitas, keamanan dan persatuan dalam menjalankan aksinya sebagai pencerita. Mereka cenderung untuk tidak bisa menjadi pencerita yang netral dengan adanya kebutuhan tersebut.

Posisi meredakan konfllik atau bahkan menghindari kemungkinan munculnya konflik. Peredaan konflik dilakukan melalui pemberitaan yang terkesan sepintas dan tidak berkelanjutan. Ada kemungkinan, hal itu sesuai dengan permintaan salah satu pihak yang berkonflik. Namun, mungkin pula karena permintaan pihak lain yang tidak berkonflik tetapi berkepentingan untuk mencegah melebarnya konflik. Perilaku nyata dari formulasi peran sebagai pereda konflik adalah sama sekali tak memberitakan konflik yang terjadi atau “menyensor” (baik dilakukan sendiri atas pertimbangan tanggung jawab sosial yang dipunyainya atau karena permintaan dari pihak lain) beberapa bagian dari peristiwa yang sesungguhnya layak muat bagi suatu media berita.

Di Indonesia hal ini agak tampak. Pemberitaan tentang konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) merupakan suatu hal yang dianggap tabu. Selain itu hal-hal yang terkait dengan paham komunisme, atheisme, sadisme dan pornografi merupakan masalah yang peka bagi suatu media. Apabila konflik yang terkait dengan SARA ini terjadi, media berita akan cenderung berhati-hati dalam pemberitaannya. Bisa tidak memberitakan sama sekali, bisa pula memberitakannya melalui angle yang lain sehingga konflik itu sendiri bukan menjadi sajian utama. Dengan sendirinya, apabila suatu konflik yang ada tidak diberitakan, paling tidak media berita tersebut menjalankan aksinya sebagai pencerita yang cenderung meredakannya.


Dalam konteks penegakkan amar makruf nahi munkar peran media lebih banyak memposisikan sebagai pencerita yang mempertajam konflik. Namun arahnya cenderung bukan untuk memposisikan terjadinya perubahan dalam kehidupan di masyarakat (khususnya terkait penyakit masyarakat) namun lebih pada upaya penciptaan stigma kelompok-kelompok Islam cenderung mengedepankan pendekatan violence strategi. Stigma ini bisa dilihat dari pendapat peserta FGD yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 


Salah satu pembicara FGD dari FPI mengemukakan, kekurangtepatan media dalam memberitakan cukup banyak. Berita-berita kekerasan yang “melibatkan” kelompok-kelompok Islam ini seringkali tidak cover both side. Langsung diberitakan tanpa ada konfirmasu. Contohnya, terkait ketika FPI mendatangi upacara di Karanganyar. 

“…Saya sebenarnya hanya akan bertanya kepada aparat keamanan (polisi-red) tentang sekolah yang tidak mengibarkan bendera ditutup ijinnya, saya ingin tahu pasal berapa, undang-undang berapa. Hanya itu karena saya bukan orang hukum, semua ini soal politik. Namun apa yang diberitakan FPI katanya saya melakukan intimidasi. TV jengkelke, surat kabarpun sama sering t tidak ada konfirmasi langsung diberitakan…” papar pembicara dari FPI. 


Kelompok-kelompok Islam ini juga menilai media tidak fair.Tatkala ada berita pengebomam, pembunuhan yang diduga dilakukan oleh kelompok Islam maka beritanya akan menjadi headline dan diberitakan terus menerus, terkadang gambar yang ditayangkan diulang-ulang sehingga bisa dipersepsikan seakan-akan mereka selalu melakukan aksi kekerasan. Namun tatkala aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok di luar Islam seperti terjadi di markas Polda Yogya atau di Norwegia media dalam memberitkan tidak seperti kalau pelakunya diduga orang Islam.  “… ini yang membuat saya kecewa…” ungkap dari FPI.


Apa yang dikemukakan tersebut pada dasarnya merupakan bias informasi yang senantiasa terjadi dalam pemberitaan media. Hal-hal seperti ini seringkali tidak dipahami oleh masyarakat. Bias pemberitaan baik di media elektronik maupun cetak tidak bisa dihilangkan, yang bisa dilakukan hanya memperkecil bias pemberitaan. Bias pemberitaan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh media berita tatkala menceritakan aktivitas komunikasi politik, termasuk konflik yang ada di dalamnya. Bias tidak bisa dihindari karena adanya keterbatasan yang dimiliki media ketika berperan sebagai pencerita.

Ketaatan dan sebaliknya pengingkaran terhadap aspirasi idiil suatu organisasi media sama-sama memiliki konsekuensi dalam bentuk pemunculan berita yang bias. Aksi sebagi pencerita yang bias dari keteguhannya memelihara aspirasi idiil dimungkinkan dari operasi koverasi berita yang lebih banyak satu sisi (one-sided coverage).

Koverasi berita satu sisi  akan menggiring suatu media untuk secara tidak sadar lebih banyak menyuarakan salah satu pihak yang berkonflik saja, yakni pihak yang diperjuangkan atau pihak yang sejalan dengan aspirasinya. Sebaliknya, pengingkaran terhadap aspirasi idiil, dengan motivasi tertentu atau dipaksa oleh sistem dan keadaan, pun akan melahirkan sejumlah berita yang bias. Dengan demikian, apabila pemberitaan bias dari produk aksi media berita sebagai pencerita terjadi, hal ini tidak bisa diuji dari ketaatannya pada aspirasi idiil yang dipunyainya.


Bias yang terjadi, akibat penceritaan media berita terhadap suatu konflik, dengan sendirinya akan membuat organisasi media berita tersebut tak mampu menjalankan formulasi perannya sebagai the third party. Mereka cenderung beraksi sebagai storyteller (pencerita) yang secara tidak langsung mempertajam atau sebaliknya meredakan konflik yang ada. Pertanyaan yang muncul kemudian, pada tahap atau sisi mana saja bias dimunculkan oleh media berita dalam menjalankan aksinya sebagai pencerita konflik?


Dari sisi organisasi media, bias dapat terjadi dalam proses pembuatan berita sejak digali oleh reporter hingga ditangani oleh para editor. Hal ini bersangkut paut dengan antara lain, “pemanfaatan” sumber berita dan tipe koverasi (one-sided atau both-sided coverage) yang dilakukan oleh para reporter. Di luar organisai media, bias berkemungkinan tercipta karena media harus bekerja dalam keterbatasan-keterbatasan teknologi dan kesepakatan budaya tertentu. Dalam hal ini, Wang menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi proses dalam proses sebuah konflik, yaitu inti atau hakekat konflik, ukuran besar atau kekuatan organisasi media yang terlibat, kebebasan pers yang diijinkan pada suatu negara dan struktur komunikasi massa yang diberlakukan. 


Keterbatasan teknologi yang menyebabkan suatu media berita menjadi pencerita yang bias dapat dipahami dari contoh konflik yang terjadi antara dua kelompok suporter sepakbola seperti yang dilakukan televisi. Surat kabar membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam pentransmisian peristiwa ke pembaca, sementara televisi daapat menyiarkannya secara langsung. Dengan demikian, keunggulan media elektronik memberi kesempatan kepada televisi untuk bekerja lebih cepat daripada surat kabar. Dalam kasus seperti ini, bias tentunya akan lebih mudah diciptakan oleh surat kabar, meskipun televisi sendiri pun tak akan bisa melepaskan diri dari bias ini seratus persen.


Penceritaan suatu konflik secara bias, selanjutnya, dapat juga terjadi karena media berita harus hidup dalam suatu kesepakatan budaya, system politik  tertentu. Bias dalam penceritaan sebuah konflik dapat pula diakibatkan oleh penggunaan sumber berita tertentu. Dalam hal ini Tiffen mengkategorikan sumber berita menjadi tiga: saluran informasi rutin (routin information channel), laporan langsung (first-hand report) dan sumber berita tak formal (informal). Terkategori sebagai saluran informasi rutin adalah pernyataan pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, kantor berita pemerintah, siaran radio atau televisi pemerintah dan proses releases. Sumber-sumber berita yang dimasukkan dalam kelompok first-hand-report di antaranya adalah keterangan saksi peristiwa, interview dengan partisipan dan hasil observasi atau penyelidikan secara langsung. Sedangkan sumber berita informal antara lain berupa boccoran-bocoran informasi (leaks).


Sebuah peristiwa bisa jadi diberitakan secara bias oleh suatu media manakala insan-insan media tersebut lebih banyak mengutip informasi dari saluran informasi rutin. Secara jelas Tiffen menambahkan bahwa aliansi dengan saluran informasi rutin akan memberi kesempatan pada Pemerintah dan pejabat-pejabatnyauntuk mempengaruhi isi dan fokus berita. Sebagai contoh, saat kendaraan tradisional becak dilarang dioperasikan di Jakarta, dan hal ini melahirkan kontraversi atau konflik pendapat, media berita tak ketinggalan menjalankan aksinya sebagai pencerita. Namun jika penceritaannya lebih banyak mengutip keterangan resmi Pemerintah setempat daan kurang banyak dalam menampilkan realitas yang ada di kalangan pihak yang berkonflik hal ini akan memunculkan sejumlah berita yang bias, yang didominasi oleh opini dan persuasi Pemerintah, dan secara tak langsung Pemerintah pun akan mengarahkan isi dan fokus pemberitaan pada sisi-sisi dan alasan-alasan yang mendukungnya.


Sebab lain yang mengakibatkan pemberitaan suatu konflik terkesan bias adalah pengaplikasian jenis koverasi. Selama ini dikenal adanya dua tipe koverasi: koverasi satu sis (one sided coverage) dan koverasi dua atau lebih sis (two or both-sided coverage). Koverasi satu sis suatu konflik terjadi saat media berita yang bersangkutan hanya mengutip penjelasan atau informasi dari satu pihak saja. Dalam hal ini, koverasi dari banyak pihak namun masih berupa satu sisi pendapat juga dikategorikan sebagai one sided coverage. Sebaliknya, both sided coverage terjadi jika suatu peristiwa digali dari kedua pihak yang bertikai. 

Dari sini cukup jelas kiranya kalau bias banyak mungkin terjadi pada penceritaan suatu konflik yang mengandalkan koverasi satu sisi. Sebagai misal, dua pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan diberitakan oleh media massa. Apabila media berita hanya mengeksploitasi salah satu pihak saja, pihak penggugat, misalnya sehingga koverasinya pun hanya satu sisi, yakni mengkover pihak penggugat, besar kemungkinan berita yang muncul adalah berita yang bias. Lain halnya bila media berita yang bersangkutan ikut pula menggali informasi dari pihak penggugat dan tergugat. Dan persidangan salah satu kelompok Islam yang dianggap radikal dinilai dalam diskusi tersebut  sangat bias (berat sebelah). Hal ini juga terjadi dalam aspek-aspek lainnya.

Akibatnya, stigma yang menempel dalam diri kelompok-kelompok mereka menjadi selalu negative. “…pokoknya kalau janggutnya panjang tangkap, tembak, kalau perempuan pakai cadar tangkap, tembak tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Media mengcover ini berulang-ulang. Media kita tidak adil…”tegas utusan LUIS.

Bisa jadi operasi media terhadap aktivitas kelompok-kelompok ini bisa terlihat dalam gambar di bawah ini.
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4.3 Membuat Media Sendiri


Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa kekecewaan kelompok-kelompok Islam yang telah diberi label negative oleh masyarakat menyebabkan mereka membuat media internal serta media komunitas. Ini perlu dicermati mengingat media bisa menjadi sarana penyebaran ideology atau nilai-nilai pemilik media kepada khalayak. Pembuatan media oleh kelompok biasanya adalah model partisipan atau organisasi. 


Model partisipan maka media itu akan cenderung menempatkan segala aktivitas penerbit media dari satu sisi dan biasanya sisi negative. Filter atau gatekeeper (penjaga gawang) bisa jadi tidak berfungsi dengan baik. Sementara model organisasi maka media ditempatkan sebagai sarana komunikasi atau media berkomunikasi antar anggota organisasi, salah satu tujuannya untuk menyampaikan berbagai informasi dan penguatan ideology. Hal ini bila tidak dicermati akan menyebabkan kelompok-kelompok ini akan semakin inclusive (menutup diri). Operasi kerja operasional pembuatan informasi atau pesan hanya berkutat kepada kelompok mereka. Hal ini bisa dilihat dalam bagan di bawah:

Operasional Proses Pembuatan Materi Informasi Model Profesional (













Namun untuk model partisipan atau organisasi proses pembuatan berita/informasi tersebut tidak ada mekanisme control eksternal terutama etika profesi. Mengingat setelah disyahkannya UU No 40 Tahun 1999 ketentuan untuk membuat media dangat longgar termasuk siapa yang akan menjadi jurnalis. Informasi yang tersebar dalam jaringan kelompok-kelompok ini akan semakin inklusif dan akan semakin sulit mengurai pola atau mengubah orientasi ideology dan gerakannya menjadi lunak. Skema proses pencarian dan pengolahan informasi













Bagan di atas bisa dijelaskan, apabila sebuah organisasi atau kelompok membuat media internal dengan model organisasi atau partisipan maka tidak ada proses gate keeper dalam newsroom. Gatekeeper langsung dikendalikan oleh pimpinan organisasi/kelompok, sementara yang bertugas mengumpulkan informasi adalah anggota kelomopok yang preferensi dan pengetahuan sudah terformat dengan ideology kelompok. Fakta yang dikumpulkan adalah fakta aktivitas kelompok (yang selalu dianggap benar). Pada saat inilah proses informasi berwujud teks maka proses penguatan ideology kelompok tercipta atau terbentuk serta bisa membentuk opini kelompok yang “membenarkan” semua tindakan mereka. 

Informasi pada dasarnya akan dapat membentuk persepsi public terhadap sesuatu isu. Hal ini disadari benar oleh kelompok-kelompok Islam. Tatkala media umum tidak memberikan space pada aktivitas, kalaupun ada space untuk mereka hanyalah aktivitas violence yang merupakan sebuah proses ketidakpuasan yang panjang, maka membuat media sendiri adalah solusi mereka. “…saya terus terang jengkel dan kecewa dengan media yang ada, tidak seimbang dan berat sebelah, selalu mendeskreditkan kelompok kami. Membuat media itu gampang, bahkan saya juga bisa membuat TV..” tegas kelompok FPI. 

Kalau dalam realitanya mereka telah membuat media internal maka akan semakin memperkuat penguatan ideology mereke. Hal ini ini bisa dilihat dalam bagan di bawah i













Kalau melihat bagan di atas, sangatlah membahayakan kalau setiap kelompok  keagamaan baik yang radikal atau moderat akan membuat media sendiri-sendiri, Yang terjadi adalah akan terjadi “perang” ideology, khususnya dalam menafsirkan Islam adalah rahmatil lil alamanin atau menegakkan amar makruf nahi munkar. Hal ini juga akan semakin memperburuk pencitraan terhadap media. 


Solusi yang paling mudah adalah memberikan ruang bagi kelompok-kelompok ini di media professional.  Bentuk program/rubrik yang bisa  dimanfaatkan untuk aktivitas komunikasi 

Kelompok-kelompok Islam  di media:

a. News items : persoalan perlu adanya sebuah pemahaman kegiatan apa/aktivitas apa yang bisa mempunyai nilai berita? Disini perlu dikembangkan jurnalisme damai, dimana aktivitas kelompok-kelompok ini dilihat dari dua sisi sehingga tidak menimbulkan pencitraan bahwa kelompok-kelompok ini radikal atau destruktif. Aspek How dan Why dari setiap aktivitas yang dilakukan kelompok ini perlu mendapatkan perhatian media sehingga pembaca mendapatkan pemahaman tentang latar belakang 

b. Rubrik   : ruang khusus untuk bisa menampung pemikiran kelompok-kelompok ini, missal setiap hari Jumat. Namun disini perlu ada seleksi 

c. Talkshow dengan topic-topik tertentu yang menghadirkan kelompok-kelompok Islam dari berbagai aliran, sehingga akan membuka wawasan mereka terhadap orientasi gerakan untuk menegakkan amar makruf nahi munkar.

4.4 Media dan Gerakan Sosial Keagamaan

Perhatian lain yang perlu dicermati ketika kelompok-kelompok sosial keagamaan berinisiatif membuat media sendiri, di samping penjelasan-penjelasan yang bersifat objektif atas beberapa kondisi perilaku organisasi media dan wartawan yang ada, yang nilai tidak seimbang dan cenderung mengedepankan sisi-sisi dramatisasi terhadap suatu berita, perlu juga dilihat hubungan antara keinginan melakukan  persuasi dan kontrol terhadap wacana-wacana dominan yang ada.


Secara konseptual ada hubungan antara persuasi, agitasi dan kontrol. Seperti diketahui bahwa retorika dan persuasi merupakan: the rationale of instrumental symbolic power. Pemikiran dan pemahaman dapat ditranslasikan dan ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk komunikasi sedemikian rupa. Dalam konteks ini agitasi dapat dilakukan. Artinya, agitasi dimaknai sebagai individu-individu yang berada di luar pengambilan keputusan normal menyuarakan melalui penguasaan media terhadap perubahan atau bahkan perlawanan terhadap pengambil kebijakan. Bentuk kontrol dan perlawanan atau kepatuhan memerlukan lebih dari sekedar instrumen persuasif yang wajar. 


Di sinilah para pemimpin kelompok sosial keagamaan harus mempersiapkan langkah-langkah dalam menghadapi infirmasi dan persuasi yang dinilai tidak menguntungkan posisi dan keyakinannya. Keberhasilan dari kontrol ini setidak-tidaknya ditentukan oleh beberapa faktor dan unsur. Pertama, keanggotaan aktual yang mencakup sejumlah anggota yang dipertimbangkan aktif di dalam sebuah kelompok sosial keagamaan tertentu. Kedua, keberhasilan ini ditentukan oleh keanggotaan potensial yang ditentukan oleh kekuatan ideologi kelompok dan jumlah orang di dalam masyarakat yang bisa menerima terhadap ideologi tersebut. Posisi retori dan persuasi sendiri merupakan perluasan di mana para pemimpin kelompok mengetahui dan menggunakan prinsip-prinsip dasar komunikasi persuasif.


Dengan posisi itu, efektifitas kontrol ditentukan oleh kekuasaan (power) dan retorika melalui penggunaan media dan saluran-saluran komunikasi. Seberapa besar masyarakat dapat menerima atau menolak berbagai informasi yang berbaur dengan isu ditentukan oleh kekuatan dan komunikasi ini. Sementara kontrol ditentukan oleh penguatan jaringan-jaringan yang terbentuk. Misalnya apakah informasi dan persuasi tadi memberi daya tarik untuk diikuti atau tidak. Peran ideologi meneguhkan dengan mensahkan bentuk-bentuk komunikasi retoris yang disampaikan secara empiris dan konsisten. 

Melalui pemahaman ini, hubungan antara penciptaan media komunikasi, translasi dan transformasi pemikiran dan pemahaman dari ajaran-ajaran di dalam kelompok sosial keagamaan menjadi relevan untuk diperhatikan. Media mempunyai kemampuan memperbesar dan menonjolkan segi-segi yang dianggap penting dan sekaligus dapat dipakai sebagai bentuk perlawanan atau kounter terhadap bentuk-bentuk informasi yang dinilai tidak menguntungkan posisi-posisi tertentu.


Kontrol media oleh siapa pun sebenarnya mengandung resiko. Penguasaan media yang dikuasai kaum kapitalis menimbulkan resiko terhadap eksploitasi dan monopoli terhadap sumber-sumber komunikasi yang ada. Demikian pula bila penguasaan komunikasi dikuasai oleh ideologi-ideologi tertentu pun juga mengandung resiko-resiko tertentu. Kesadaran ini berguna bagi penguatan-penguatan kelembagaan itu sendiri baik di ranah regulasi dan kelembagaannya.
BAB V

PENUTUP
5.1 Pijakan: Hasil dan Fakta Focus Group Discussion


Sarasehan yang telah diselenggarakan sebagai titik mula dan pembuka bagi memahami gerakan dan kelompok sosial keagamaan yang dinilai sebagai radikal dan fundamental di Surakarta, memberi pengertian yang penting bagi landasan pemahaman serta pola gerakan sosial keagamaan yang ada. Suatu awal yang tampaknya mengembirakan bila ternyata pada akhir-akhir acara semua menyadari perlunya forum bersama, kesadaran bersama adanya berbagai perspektif pemahaman dan pemikiran yang luas terhadap sumber otoritas tertinggi di dalam agama Islam yakni Al qur’an dan Hadist.  Kesadaran ini juga terkait perlunya dialog dan forum bersama antara umaro-ulama-media. Hubungan kehidupan keagamaan dengan negara, hubungan kehidupan keagamaan dengan media serta hubungan negara dengan media, merupakan bentuk-bentuk relasi yang mengemukakan dan sangat strategis.


Temuan-temuan penting yang dapat disarikan di dalam penutup sebagai epilog kegiatan sarasehan yang bertajuk: Penyegaran Pemahaman Sosial Keagamaan Menuju Islam sebagai rahmatan lil alamin mencakup sebagai berikut:

a. Kenyataan bahwa gerakan dan kelompok sosial keagamaan yang ada di Surakarta khususnya Islam mempunyai dimensi dan pemikiran yang tidak homogen. Karena setiap kelompok sosial keagamaan memberi tekanan dan aspek yang berbeda-beda. Ada yang memberi perhatian pada kegiatan pendidikan dan kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mengedepankan aksi sebagai manifestasi amar ma’ruf nahi munkar, menekankan da’wah, atau menyuarakan misi kekhalifan dan seterusnya. Terbatasnya interaksi dan komunikasi di antara kelompok-kelompok sosial keagamaan itu sendiri, sering menimbulkan a priori satu sama lain. Implikasinya terhadap situasi semacam ini dapat bergerak pada pola-pola berikutnya, yakni penolakan atas interpretasi ajaran agama dan menyakini apa yang menjadi interpretasinya sebagai satu-satunya yang absah. Atas kondisi ini, forum yang mempertemukan berbagai elemen kelompok sosial keagamaan itu bukan hanya penting tetapi dirasa oleh mereka sendiri sebagai sesuatu yang sangat diperlukan

b.  Pada batas-batas tertentu, agama dan negara sering dipisahkan secara dikotomis. Eksistensi negara pada umumnya termanifestasikan ke dalam organ-organ negara, konstitusi, hukum, regulasi dan kebijakan yang mengikat terhadap warganegaranya. Sementara agama pun mempunyai manifestasi yang terwujud dalam keyakinan (aqidah), mu amalah dan aturan-aturan yang bersifat normatif. Apa yang diinginkan yang tercerminkan di dalam sarasehan adalah adanya keselarasan antara amar ma’ruf nahi munkar dengan konstitusi negara. Negara wajib menegakkan hukum secara benar dan jelas. Ada kemauan cara-cara yang diterapkan oleh kelompok sosial keagamaan (FPI dan LUIS) meninggalkan cara-cara yang dinilai sebagai anarkis, melainkan melalui strategi pengungkapan data dan verifikasi terhadap kasus-kasus yang dianggap mungkar di Surakarta yang kemudian diserahkan kepada aparat pemerintah untuk menuntaskannya. Bila laporan detil yang diberikan tidak ditindaklanjuti secara benar, mereka baru kemudian mengambil langkah-langkahnya sendiri. Hubungan antara kelompok keagamaan ini dengan pemerintah sendiri sering dibungkus oleh saling curiga dan kekuatiran-kekuatiran tertentu. 

c. Da’wah, amar ma’ruf nahi munkar dan Jihad merupakan sesuatu yang melekat di dalam semua aktivitas dan dimensi kegiatan sosial keagamaan. Tiga hal itu dapat dipandang sebagai sumber legitimasi bagi mereka untuk melakukannya sekalipun mengambil dan menghadapi resiko.

d. Muncul ketidakpuasan terhadap cara-cara yang dilakukan media sebagai saluran komunikasi di dalam memberitakan dan menginformasikan kelompok-kelompok sosial keagamaan yang dinilai sebagai sesuatu yang kurang atau tidak proposional dan menyesatkan. Kenyataan yang ada, masing-masing kelompok sosial keagamaan ini berusaha mengembangkan dan membuat media  sendiri.   

5.2 Rekomendasi


Berdasarkan pijakan di atas sebagai hasil dan fakta di dalam kegiatan FGD tersebut, rekomendasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut dapat mencakup:

a. Membuka ruang dialog dan komunikasi antara eksekutif pemerintah, aparat keamanan, akademisi,  LSM dan penegak hukum, dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan di Surakarta. Pertemuan ini lebih variatif dan berasal dari berbagai pihak bila dibandingkan dengan bentuk sarasehan sebelumnya karena memang semula dimaksudkan sebagai pembuka di dalam memahamii keberadaan mereka. Tentu saja, pertemuan semacam ini keberhasilannya juga ditentukan oleh tema sentral yang dimaksudkan untuk kepentingan dan tujuan seperti apa. Rekomendasi ini sendiri disarankan agar terbuka ruang dan dialog yang lebih dari masing-masing agar masing-masing memberi penilaian dan pemikiran

b. Melakukan penguatan kelembagaan negara di dalam mengantisipasi, merespon dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan. Penguatan kelembagaan ini ditopang oleh pengembangan dan peningkatan pengetahuan terhadap ajaran-ajaran keagamaan khususnya Islam dari berbagai perspektif yang berkembang di Surakarta. 

c. Mengembangkan pola interaksi dan forum dialog dengan jajaran media komunikasi baik media di seputar dan di sekeliling Surakarta dan media komunikasi nasional yang menghubungkan tentang kepentingan-kepentingan media, kepentingan negara dan kepentingan kelompok-kelompok sosial keagamaan.
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